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ABSTRAK 

 Nuraimma. Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk  

Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro. Skripsi. Sinjai: 

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam 

Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD), 2025 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Program Keluarga 

Sadar Hukum (Kadarkum) dalam  membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di 

masyarakat Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.Jenis Penelitian 

yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kadarkum telah memberikan  

kontribusi positif  terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum melalui kegiatan 

penyuluhan, dan diskusi hukum yang melibatkan pemerintah desa, kejaksaan, serta 

pihak kepolisian. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti 

program ini, didukung oleh peran aktif kelompok seperti PKK, Karang Taruna, dan 

Kadarkum. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan waktu, 

rendahnya partisipasi pemuda, dan kurangnya fasilitas pendukung. Kesimpulannya, 

Program Kadarkum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat, meskipun perlu strategi berkelanjutan dan dukungan lebih kuat 

untuk mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam pengembangan program sadar hukum di daerah lain. 
 

Kata Kunci: Desa Biroro, Kadarkum, Kepatuhan Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  dalam  kehidupan  sehari  

harinya akan  saling  berinteraksi  dengan  orang  sekitarnya.  Terkadang  dalam  

proses interaksi  tersebut  terjadi  konflik  dengan  yang  lainnya.  Konflik  

tersebut adakalanya  berkaitan  dengan  hukum,  seperti  penganiayaan,  

pencurian, penghinaan dan lain-lain. Permasalahan hukum yang terjadi dalam 

masyarakat umumnya diselesaikan  dengan jalur  hukum  pidana melalui  proses  

penyidikan, penahanan dan putusan pengadilan (Nazaruddin & A, 2022).  

 Maraknya kasus kejahatan di Indonesia dewasa ini sering mendominasi 

berita harian di berbagai media massa. Berbagai kasus tersebut ditangani pihak 

yang berwenang, untuk mencari akar persoalan alasan seseorang melakukan 

kejahatan (Aranda, 2020). Jadi,banyaknya kasus kejahatan di Indonesia yang 

diberitakan menunjukkan perlunya pihak berwenang untuk menggali alasan 

mendasar seseorang melakukan kejahatan agar dapat menangani masalah ini 

secara efektif 

 Setiap orang menghendaki hukum dilaksanakan dan ditegakkan, 

bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Dengan ungkapan meskipun 

dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (fiat justitia et  pereat  mundus).  

Keadaan  inilah  yang  diinginkan  oleh  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  

sangat mengandalkan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  terkodifikasi,  hal  ini  

mengandung  maksud  untuk menjamin  kepastian  hukum  (legal  certainty)  

dalam  arti  bahwa  hukum  tertulis  telah  mengatur  sanksi terhadap perbuatan 

perbuatan tertentu. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan 

lebih tertib.  Disamping  itu  masyarakat  mengharapkan  manfaat  dan  keadilan  

dalam  pelaksanaan  atau penegakan hukum. Oleh karena itu hukum harus 

memuat 3 nilai dasar, yaitu keadilan (nilai filosofis), kepastian hukum (nilai 
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yuridis) dan kemanfaatan (nilai sosiologis). (Putri, 2022) Oleh Karen itu, hukum 

harus ditegakkan secara adil, memberikan kepastian, dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

harus selalu menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum agar 

masyarakat dapat hidup tertib dan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

 Di dalam ilmu hukum dikenal beberapa pendapat tentang kesadaran 

hukum tersebut antara lain, yang  menyatakan  bahwa  sumber  satu-satunya  

hukum  dari  hukum  dan  kekuatan  mengikatnya  adalah kesadaran hukum 

masyarakat. Kesadaran  hukum masyarakat merupakan  jumlah terbanyak dari 

pada kesadaran-kesadaran hukum individual mengenai Lembaga-

lembaga(hukum) atau peristiwa-peristiwa (hukum) (Putri, 2022). Jadi, kesadaran 

hukum masyarakat merupakan sumber utama hukum dan kekuatan mengikatnya. 

Kesadaran ini terbentuk dari akumulasi kesadaran hukum individu terkait 

lembaga atau peristiwa hukum dalam masyarakat. 

 Kesadaran  hukum  yang  dimaksud  bukan  dalam  pengertian  warga  

sadar,  tahu  bahwa  hukum sebagai aturan, norma atau asas, tetapi adanya 

kesadaran dan komitmen dari setiap warga bahwa hukum sebagai  prilaku.  

Bagaimana  teks  hukum  (law  in  the  books)  menjadi  prilaku masyarakatnya  

(law  in action). Kesadaran hukum yang dimaksud tidak sekedar tahu teks hukum 

tetapi sadar dan insyaf untuk melibatkan diri secara emosional mematuhi hukum. 

Artinya warga dengan suka rela mematuhi hukum itu demi kepentingan warga 

sendiri, sehingga benar-benar tingkah laku masyarakatnya mencerminkan 

kehendak hukum (Syuhada, 2020). Dengan demikian, kesadaran hukum tidak 

hanya sebatas mengetahui aturan, tetapi juga melibatkan komitmen emosional 

dan kesediaan warga untuk secara sukarela mematuhi hukum. Hal ini bertujuan 

agar perilaku masyarakat mencerminkan nilai dan kehendak hukum dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Menciptakan rasa aman dan rasa tentram didalam masyarakat merupakan 

tanggung jawab kita bersama pemerintah. Dalam menanggulangi setiap 
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gangguan keamanan, maka perlu dilakukannya pencegahan yang bersifat 

preventif yaitu dilakukannya kegiatan penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat 

bukan hanya dari pemerintah atau penegak hukum kita namun juga dapat 

dilakukan oleh kaum akademisi atau organisasi kemasyarakatan lainnya 

(Mudjrimin et al., 2021).  

 Di Indonesia, kesadaran hukum mulai merosot. Banyak sekali tindak 

kejahatan yang dilakukan oleh  masyarakat.  Banyak  pemberitaan  baik  di  

media  cetak  maupun  elektronik  tentang  pelanggaran hukum.  Banyak  

kriminalitas  yang  terjadi  seperti  penipuan,  pembunuhan,  pencurian,  

perampokan bahkan  sekarang  banyak  kejahatan  korupsi  dilakukan  apparat  

penegak  hukum  yang  tabu  mengenai hukum dan seharusnya menjadi panutan 

atau memberikan contoh bagi masyarakat (Hasugian, 2022). 

 Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan inisiatif 

pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan 

masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. 

Program ini berfokus pada keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat 

dengan harapan bahwa keluarga yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan 

menjadi contoh dan agen perubahan di lingkungannya (Irmayani et al., 2019). 

Oleh karena itu, Program Kadarkum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat melalui keluarga, agar keluarga yang sadar hukum menjadi teladan 

dan agen perubahan di lingkungan sekitarnya 

 Kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur merupakan 

aspek penting yang mencerminkan sejauh mana warga memahami, menghargai, 

dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap hukum dasar dan norma yang berlaku relatif 

cukup, namun kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih 

kompleks, seperti hukum pidana dan perdata, masih terbilang rendah. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan akses informasi serta pendidikan hukum yang 

belum merata. Pemerintah setempat dan lembaga terkait, seperti kepolisian dan 
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perangkat desa, telah berupaya meningkatkan kesadaran hukum melalui 

penyuluhan dan program edukatif, salah satunya Program Keluarga Sadar 

Hukum (Kadarkum). Meski demikian, efektivitas program ini seringkali 

bergantung pada partisipasi dan antusiasme masyarakat. Tingkat kejahatan di 

Kecamatan Sinjai Timur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, 

ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum. Kejahatan yang umum terjadi di 

wilayah ini meliputi pencurian dan lain lain 

 Desa Biroro terletak di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu wilayah pedesaan yang 

memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya lokal dan adat istiadat. Sebagian besar penduduk Desa Biroro bekerja di 

sektor pertanian, perkebunan, , yang menjadi mata pencaharian utama 

masyarakat setempat. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi alam yang cukup 

baik untuk mendukung perekonomian warga. 

 . Desa Biroro juga menjadi lokasi penerapan Program Kadarkum 

(Keluarga Sadar Hukum) sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

hukum di masyarakat. Dengan karakteristik tersebut, Desa Biroro memiliki 

potensi untuk terus berkembang melalui berbagai program pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum Dalam upaya mewujudkan 

masyarakat yang tertib dan taat hukum, peningkatan kesadaran serta kepatuhan 

hukum menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Salah satu program yang 

dirancang untuk mencapai tujuan tersebut adalah Program Kadarkum (Keluarga 

Sadar Hukum), yang berfokus pada edukasi hukum bagi masyarakat. Desa 

Biroro, sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Sinjai Timur, menghadapi 

berbagai tantangan terkait pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan 

sehari-hari. Pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta 

bagaimana penerapan aturan hukum yang baik dapat menciptakan ketertiban 

sosial. 
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  Partisipasi aktif masyarakat, yang terlihat dari banyaknya warga yang 

hadir dan mengikuti diskusi dengan serius, menjadi bukti empiris bahwa terdapat 

antusiasme tinggi dalam memahami aspek hukum serta dorongan kuat untuk 

membangun budaya sadar hukum di tingkat desa. Sosialisasi ini juga menjadi 

salah satu bentuk implementasi nyata dari program Kadarkum (Keluarga Sadar 

Hukum), yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih peduli 

terhadap hukum dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai hukum dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan Desa Biroro dapat menjadi contoh 

dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Program 

Kadarkum dan dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan 

hukum di masyarakat Desa Biroro. 

B. Batasan Masalah 

 Penelitian “Penerapan Program Kadarkum dalam Upaya Membentuk  

Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Desa Biroro” dibatasi pada 

beberapa aspek. Pertama, lokasi penelitian hanya dilakukan di Desa Biroro, 

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Subjek penelitian 

adalah masyarakat Desa Biroro yang mengikuti Program Kadarkum serta aparat 

desa terkait. Kedua, penelitian ini berlangsung pada periode tahun 2025, 

sehingga data yang dikumpulkan hanya mencakup informasi selama kurun waktu 

tersebut. Ketiga, fokus penelitian dibatasi pada dua konsep utama, yakni 

kesadaran hukum (pemahaman, pengetahuan, dan sikap terhadap hukum) dan 

kepatuhan hukum (perilaku mematuhi aturan). Terakhir, penelitian hanya 

membahas Program Kadarkum dan tidak mencakup program hukum lainnya. 

Batasan ini dibuat agar penelitian lebih terarah dan mendalam. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan program Kadarkum dalam upaya membentuk 

kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro? 
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2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat  program Kadarkum dalam 

upaya membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa 

Biroro? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penerapan program Kadarkum dalam upaya membentuk  

kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro! 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat  penerapan 

program Kadarkum dalam upaya membentuk  kesadaran dan kepatuhan 

hukum di masyarakat Desa Biroro! 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan 

kriminologi, terkait dengan efektivitas program sosial dalam membentuk 

kesadaran hukum masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin mengkaji topik terkait kesadaran hukum, program Kadarkum.. 

c. Penelitian ini berperan dalam menguji teori-teori yang berhubungan 

dengan kesadaran hukum.. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan data empiris tentang penerapan program kadarkum dalam 

upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat desa 

biroro yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan 

keputusan dalam meningkatkan program serupa di daerah lain. 

Menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki atau memperluas cakupan 

program Kadarkum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan 

mengurangi tingkat kejahatan. 

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran 

hukum dan peran aktif dalam pencegahan kejahatan, serta mengedukasi 
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masyarakat mengenai manfaat dari keterlibatan dalam program 

Kadarkum. 

c. Menjadi acuan bagi instansi terkait dalam mengevaluasi dan 

mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat terkait 

hukum, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program yang ada. 

d. Memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan Program 

Kadarkum berdasarkan hasil penelitian, sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam melakukan perbaikan dan inovasi program untuk meningkatkan 

dampaknya pada masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian dan Konsep Kesadaran Hukum 

 Kesadaran hukum adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan 

masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Secara umum, kesadaran 

hukum dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman, penghormatan, dan 

kepatuhan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum yang 

berlaku (Wibowo, 2011). 

 Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman, pengetahuan, dan 

penghormatan individu atau kelompok terhadap hukum yang berlaku di 

lingkungan mereka. Kesadaran ini mencakup sikap mental seseorang 

terhadap aturan hukum, baik dalam bentuk pengakuan terhadap keabsahan 

hukum maupun kepatuhan terhadap norma-norma yang diatur oleh hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merujuk pada persepsi 

seseorang terhadap apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks aturan 

hukum. Hal ini mencakup nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau 

masyarakat terkait keadilan, kepatuhan, dan perlindungan hukum (Islami, 

2023). 

 Kesadaran hukum bukan hanya sekadar mengetahui isi undang-

undang, tetapi juga mencakup aspek emosional dan perilaku seseorang 

terhadap hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya 

memahami peraturan, tetapi juga menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 

hukum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang dengan kesadaran 

hukum tinggi akan mematuhi peraturan lalu lintas bukan karena takut akan 

hukuman, tetapi karena memahami pentingnya aturan tersebut untuk 

keselamatan bersama (Sholihin, 2023). 

 Dalam perspektif Islam, kepatuhan hukum merupakan bagian integral 

dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta manifestasi tanggung 
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jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam 

memandang hukum sebagai instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban, 

keadilan, dan kemaslahatan umat. Kewajiban menaati hukum ditegaskan 

dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan orang beriman 

untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri sebagai pemegang otoritas. 

 

سُىْلَ  َ وَاطَِيْعُىا السه
ٰ
ا اطَِيْعُىا اّللَّ يَُّهَِ الهرِيْهَ اٰمَىىُْٰٓ وَاوُلأِ الْْمَْسِ مِىْكُمْْۚ فَِنِْ يِٰٰٓ

ِ وَالْيىَِْ  
ٰ

سُىْلِ انِْ كُىْتمُْ تؤُْمِىىُْنَ بِِلِّل ِ وَالسه
ٰ
وْيُ الِأَ اّللَّ تىََِشَلْتمُْ فيِْ شَيٍْ  فسَُدُّ

احَْسَهُ تأَوِْيْلًاَم  خِسِِۗ ذٰلكَِ خَيْسٌ وه ࣖالْْٰ  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur‟an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 

dunia dan di akhirat). (An-Nisa‟ · Ayat 59, 2023)  
 

 Ayat ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan yang 

ditetapkan oleh pemimpin dan pemerintah merupakan kewajiban selama 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, Rasulullah 

SAW menegaskan pentingnya ketaatan terhadap aturan melalui hadis yang 

menyatakan bahwa setiap Muslim wajib mendengar dan menaati perintah, 

baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, selama tidak mengandung 

unsur kemaksiatan. (Istiqomah & Fithriah, 2025) 

 Kepatuhan hukum dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga 

menuntut kesadaran, sikap menerima, serta perilaku nyata dalam menaati 

ketentuan yang berlaku demi terwujudnya ketertiban dan kemaslahatan 

bersama. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan Program Keluarga Sadar 

Hukum (Kadarkum), yaitu membangun pemahaman, kesadaran, dan 

kepatuhan hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan persuasif. 

Program Kadarkum berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai hukum, 
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baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun norma 

agama dan adat yang hidup di masyarakat (Asna, 2023). 

 Dalam perspektif masyarakat, kesadaran hukum dianggap sebagai 

salah satu pilar penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Masyarakat 

yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih harmonis karena 

setiap anggotanya menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sebaliknya, 

rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi pemicu konflik sosial, 

pelanggaran hukum, dan ketidakstabilan di lingkungan masyarakat. Oleh 

karena itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu 

fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan 

pendidikan hukum (Aziz & Yudhayana, 2024). 

 Indikator kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum di 

masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan 

sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum 

(Fatimah, 2024). 

a. pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana masyarakat memahami peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun 

lokal. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman terhadap hak dan 

kewajiban sebagai warga negara serta sanksi yang diatur dalam hukum. 

Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang baik cenderung 

memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menghormati dan mematuhi 

aturan. 

b. sikap terhadap hukum, yaitu pandangan masyarakat mengenai pentingnya 

keberadaan hukum dalam kehidupan sosial. Sikap ini mencerminkan 

penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 

hukum. Jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap hukum, mereka 

akan melihat hukum sebagai alat yang adil untuk menjaga keteraturan 

sosial, melindungi hak-hak individu, dan mencegah tindakan yang 
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merugikan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap hukum dapat menjadi 

tanda rendahnya kesadaran hukum di suatu komunitas. 

c. Perilaku mematuhi hukum juga merupakan indikator penting dalam 

mengukur kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari kepatuhan 

masyarakat terhadap peraturan tanpa adanya paksaan eksternal. Misalnya, 

mematuhi rambu lalu lintas, tidak melakukan tindakan kriminal, dan 

memenuhi kewajiban seperti membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini 

menunjukkan apakah masyarakat hanya mematuhi hukum karena takut 

akan sanksi atau karena mereka menghormati nilai-nilai yang ada dalam 

hukum tersebut. 

d. partisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum juga menjadi indikator 

yang signifikan. Masyarakat yang sadar hukum akan terlibat secara aktif 

dalam kegiatan yang mendukung penegakan hukum, seperti melaporkan 

pelanggaran hukum, mendukung proses peradilan, dan bekerja sama 

dengan aparat penegak hukum. Partisipasi ini menunjukkan bahwa 

masyarakat tidak hanya memahami hukum tetapi juga merasa 

bertanggung jawab untuk menjaga keberlakuannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

e. kesadaran kolektif terhadap dampak pelanggaran hukum merupakan 

indikator yang menggambarkan pemahaman masyarakat tentang akibat 

yang dapat ditimbulkan jika hukum dilanggar. Kesadaran ini mencakup 

pemahaman bahwa pelanggaran hukum tidak hanya merugikan individu 

yang terlibat tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan 

keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki 

kesadaran kolektif cenderung saling mengingatkan dan menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan terhadap hukum. 
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2. Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 

a. Sejarah dan latar belakang program Kadarkum. 

 Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) merupakan 

inisiatif yang digagas oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kesadaran hukum di 

kalangan masyarakat. Program ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk 

memberikan pemahaman dasar tentang hukum kepada masyarakat, 

mengingat banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat 

minimnya pengetahuan tentang aturan yang berlaku. Kadarkum berangkat 

dari prinsip bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki 

peran penting dalam membangun kesadaran hukum secara kolektif 

(Humas Kemenkumham NTT, 2024). 

 Sejarah Program Kadarkum dapat ditelusuri kembali ke periode 

awal Orde Baru, ketika pemerintah mulai menaruh perhatian serius 

terhadap pembangunan hukum sebagai fondasi negara. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat melalui program-

program pemberdayaan berbasis keluarga. Konsep Kadarkum kemudian 

diimplementasikan secara luas dengan pendekatan edukasi partisipatif, 

seperti diskusi kelompok, penyuluhan hukum, dan simulasi kasus hukum. 

Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami hukum 

secara teoritis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari (Rohim, 2017). 

 Kadarkum terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. 

Di era Reformasi, program ini mengalami revitalisasi untuk 

menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang 

semakin kompleks. Pemerintah memperluas cakupan program dengan 

melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan 

organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

Kadarkum. Fokus utamanya adalah menciptakan masyarakat yang lebih 
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sadar hukum, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam mencegah 

tindak pelanggaran hukum (Humas Kemenkumham NTT, 2024). 

 Latar belakang utama dari peluncuran program ini adalah 

tingginya angka pelanggaran hukum yang disebabkan oleh rendahnya 

literasi hukum di masyarakat. Banyak individu dan keluarga yang tidak 

menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga mereka 

rentan terlibat dalam konflik hukum. Selain itu, pemerintah menyadari 

pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum untuk 

menciptakan harmoni sosial dan mencegah tindak kejahatan yang dapat 

mengancam keamanan serta stabilitas di tingkat lokal maupun nasional 

(Hendarto et al., 2022). 

 Dalam praktiknya, Program Kadarkum tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat 

hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Program ini berusaha 

menciptakan kesadaran kolektif bahwa penegakan hukum bukan hanya 

tanggung jawab aparat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat. Dengan memahami sejarah dan latar belakang Kadarkum, 

dapat dilihat bahwa program ini dirancang sebagai bagian integral dari 

upaya membangun masyarakat yang taat hukum dan berperan aktif dalam 

menjaga ketertiban serta keadilan (Kwartiani, 2023). 

b. Tujuan dan kegiatan utama program Kadarkum. 

 Keluarga Sadar Hukum merupakan program pemerintah yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 

mengenai hukum. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk 

membangun masyarakat yang lebih patuh terhadap peraturan, memahami 

hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu berperan aktif 

dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan membekali 

masyarakat dengan pengetahuan hukum, Program Kadarkum bertujuan 
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menciptakan komunitas yang lebih berintegritas dan bebas dari 

pelanggaran hukum (Tome & Dungga, 2023). 

 Salah satu tujuan utama Program Kadarkum adalah membangun 

masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum sebagai panduan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang 

hukum pidana, perdata, tata negara, dan hak asasi manusia. Selain itu, 

program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu 

mengenali, mencegah, dan menyelesaikan masalah hukum secara 

mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aparat penegak hukum 

(Ernis, 2018). Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra 

strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Kegiatan utama 

dalam Program Kadarkum meliputi penyuluhan hukum, diskusi 

kelompok, simulasi kasus, dan pelatihan praktis. Penyuluhan hukum 

biasanya dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan aparat 

pemerintah, tokoh masyarakat, dan pakar hukum untuk memberikan 

edukasi kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku. Diskusi 

kelompok diarahkan untuk membahas kasus-kasus sederhana yang sering 

terjadi di masyarakat, seperti sengketa lahan, kekerasan dalam rumah 

tangga, atau pelanggaran lalu lintas, sehingga masyarakat dapat 

memahami penerapan hukum dalam situasi nyata (Mustofa, 2017). 

 Selain itu, simulasi kasus digunakan untuk melatih masyarakat 

dalam menghadapi masalah hukum secara efektif. Misalnya, mereka 

diajarkan bagaimana melaporkan tindak pidana ke kepolisian atau 

memahami prosedur dalam mediasi hukum. Program ini juga sering 

mengadakan pelatihan mengenai pembuatan dokumen hukum sederhana, 

seperti surat perjanjian atau akta jual beli. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan 

meningkatkan keterampilan hukum praktis masyarakat, sehingga mereka 

dapat lebih percaya diri dalam mengelola isu-isu hukum (Zohriah et al., 

2023). 
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 Dengan berbagai tujuan dan kegiatan tersebut, Program 

Kadarkum menjadi salah satu inisiatif penting dalam mendorong 

terciptanya masyarakat yang lebih melek hukum. Keberhasilan program 

ini bergantung pada dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat itu sendiri. Jika diterapkan 

dengan baik, Program Kadarkum dapat menjadi pondasi untuk 

membangun budaya hukum yang kokoh di Indonesia. 
 

 

3. Kepatuhan Hukum 

a. Definisi kepatuhan hukum. 

 Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah 

laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis 

hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana rencana tindakan 

atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu (Rahmat & Arif, 2022). 

 Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi 

peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat 

sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah 

sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya 

sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi (Elsa 

Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021). Kepatuhan adalah sikap yang 

muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik 

(Adincha, 2012). 

 Kepatuhan hukum adalah sikap dan perilaku individu atau 

kelompok yang menaati peraturan hukum yang berlaku dalam suatu 

masyarakat atau negara. Kepatuhan hukum mencerminkan kesadaran 

untuk mematuhi segala ketentuan hukum, baik yang bersifat tertulis 

seperti undang-undang maupun hukum tidak tertulis seperti norma-norma 

adat dan kebiasaan. Kepatuhan ini bukan hanya sekadar menghindari 

sanksi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kehidupan yang 
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tertib dan harmonis (Adincha, 2012). Para ahli hukum, seperti Lawrence 

M. Friedman, menyatakan bahwa kepatuhan hukum berkaitan erat dengan 

efektivitas sistem hukum itu sendiri dalam mengatur perilaku masyarakat 

(Orlando, 2022). 

 Kepatuhan hukum dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu 

kognitif, afektif, dan perilaku. Dimensi kognitif mencakup pengetahuan 

dan pemahaman seseorang tentang hukum yang berlaku. Dimensi afektif 

mencerminkan sikap positif dan keyakinan terhadap pentingnya menaati 

hukum. Sedangkan dimensi perilaku mencakup tindakan nyata individu 

dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jika ketiga dimensi ini 

terpenuhi, maka kepatuhan hukum seseorang atau kelompok dapat 

dikatakan tinggi (Syuhada, 2020). 

 Jadi dapat di simpulkan bahwa hukum merupakan instrumen 

penting untuk mengatur perilaku dan interaksi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang menciptakan 

keteraturan sosial melalui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh 

anggota masyarakat. Selain itu, hukum juga dilengkapi dengan sanksi 

tegas bagi pelanggar, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan 

mencegah perbuatan melawan hukum. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum. 

1) Kesadaran Hukum 

 Kesadaran hukum mencakup tiga aspek penting, yaitu 

pemahaman, pengetahuan, dan sikap seseorang terhadap hukum. 

Pemahaman hukum berarti sejauh mana seseorang mengetahui aturan-

aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan 

hukum mencakup informasi tentang hak, kewajiban, serta sanksi yang 

diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan sikap terhadap hukum 

berkaitan dengan pandangan positif atau negatif seseorang terhadap 

pentingnya menaati peraturan. Ketiga aspek ini saling berhubungan 
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untuk membentuk kesadaran hukum yang utuh (Lestari & Wijaya, 

2021). Jadi Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang 

tujuan hukum akan lebih sadar akan pentingnya menciptakan 

kehidupan yang tertib dan adil. 

 Masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi umumnya 

memiliki perilaku yang lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. 

Mereka memahami bahwa hukum dibuat bukan semata-mata untuk 

membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi hak-hak setiap 

individu dan menjamin keadilan sosial. Kesadaran ini mendorong 

individu untuk menaati aturan tanpa perlu pengawasan ketat dari 

aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat yang sadar hukum 

cenderung lebih proaktif dalam menegakkan aturan dan ikut serta 

mencegah pelanggaran hukum di lingkungan sekitarnya. Mereka juga 

lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum, baik bagi diri 

sendiri maupun masyarakat luas, sehingga lebih berhati-hati dalam 

bertindak (Kartini, 2020). 

 Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan 

berbagai masalah dalam masyarakat. Ketika individu tidak memiliki 

pemahaman yang cukup mengenai hukum, mereka lebih rentan 

melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Selain itu, kurangnya kesadaran hukum bisa menimbulkan sikap 

apatis dan ketidakpedulian terhadap aturan, sehingga menciptakan 

lingkungan yang tidak tertib dan rawan konflik. Masyarakat yang 

kurang sadar hukum juga cenderung tidak memahami hak-haknya dan 

lebih mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

(Kartini, 2020). Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran 

hukum melalui edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan hukum menjadi 

sangat penting untuk membangun masyarakat yang patuh dan 

menghargai hukum. 
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2) Penegakan Hukum 

 Efektivitas penegakan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa, 

dan hakim juga memengaruhi kepatuhan hukum. Ketika hukum 

ditegakkan secara konsisten, adil, dan transparan, masyarakat 

cenderung lebih patuh karena percaya bahwa pelanggaran akan 

mendapatkan sanksi yang setimpal. Sebaliknya, penegakan hukum 

yang lemah, diskriminatif, atau korup dapat menurunkan tingkat 

kepatuhan hukum karena masyarakat kehilangan kepercayaan 

terhadap sistem hukum (Suryani, 2024). 
 

3) Keteladanan dari Pemimpin dan Tokoh Masyarakat 

 Pemimpin formal seperti pejabat pemerintah, aparat hukum, serta 

tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk 

kepatuhan hukum. Jika pemimpin dan tokoh masyarakat 

menunjukkan kepatuhan hukum dalam tindakan dan keputusan 

mereka, masyarakat akan meniru dan menginternalisasi perilaku 

tersebut. Sebaliknya, jika para pemimpin sering melanggar hukum, 

hal ini bisa memberikan contoh buruk yang menurunkan kepatuhan 

hukum masyarakat (Gilang Putra & Kayus Kayouwan Lewoleba, 

2024). 

4) Sosialisasi dan Edukasi Hukum 

 Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan 

yang berlaku juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan 

hukum. Program-program seperti penyuluhan hukum, kampanye 

sadar hukum, dan pendidikan kewarganegaraan dapat membantu 

masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Semakin dini edukasi hukum diberikan, semakin besar peluang untuk 

membentuk individu yang patuh terhadap hukum sejak usia muda 

(Aziz & Yudhayana, 2024). 
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5) Norma Sosial dan Budaya 

 Kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh norma sosial dan 

budaya di lingkungan masyarakat. Norma-norma adat, nilai-nilai 

agama, dan kebiasaan lokal sering kali sejalan dengan prinsip-prinsip 

hukum formal. Ketika hukum formal selaras dengan norma sosial 

yang berlaku, masyarakat akan lebih mudah mematuhinya. Namun, 

jika hukum bertentangan dengan nilai-nilai budaya, dapat timbul 

konflik yang menurunkan tingkat kepatuhan hukum (Damaitu et al., 

2024). 

6) Sanksi dan Insentif 

 Pemberian sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar 

hukum serta insentif bagi mereka yang patuh juga memengaruhi 

tingkat kepatuhan hukum. Sanksi yang bersifat mendidik dan 

memberikan efek jera dapat mencegah pelanggaran hukum di masa 

mendatang. Di sisi lain, penghargaan atau pengakuan terhadap 

perilaku patuh dapat mendorong masyarakat untuk terus menaati 

hukum (Daryatno, 2021). 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

 Dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah beberapa hasil 

penelitian  yang relavan yang dijadikan bahan telaah oleh peneliti, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Saroh pada tahun 2023 yang berjudul 

“Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Kelurahan Oro-Oro 

Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwasanya program Kadarkum di kelurahan Oro-Oro Dowo sudah berjalan 

dengan baik, kemudian ditambah dengan upaya melakukan sosialisasi rutinan 

setiap awal bulan oleh Kelurahan dengan Ibu-ibu PKK dan kegiatan 

Posyandu. kemudian dengan kegiatan tersebut berdampak sangat bagus yaitu 
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dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terlebih masalah nikah siri 

yang kemudian dilakukan pencatatan pernikahan dengan Isbat Nikah dan 

Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat sudah berani 

melaporkan KDRT yang masyarakat alami ke pihak yang berwajib. 

Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sudah membaik,  sehingga 

dapat memenuhi empat indikator kesadaran hukum perspektif Soerjono 

Soekanto (Saroh, 2023). 

 Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan dapat dilihat  Fokus Penelitian Penelitian terdahulu berfokus 

pada implementasi dan efektivitas kegiatan sosialisasi, terutama terkait isu 

spesifik seperti nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mencakup penerapan Program 

Kadarkum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat secara umum. Dan Metodologi 

Penelitian Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

menganalisis implementasi dan efektivitas program sosialisasi. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif 

untuk menggambarkan penerapan program secara mendalam dan 

menganalisis pengaruhnya terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum 

masyarakat pedesaan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alif Akbar pada tahun 2023 yang 

berjudul “Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran 

Tanah Di Kabupaten Wajo” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat 

Kesadaran Hukum masyarakat di Kabupaten Wajo dikategorikan cukup 

hanya saja terdapat beberapa faktor penghambat sehingga angka Pendaftaran 

Tanah di kabupaten Wajo masih di nilai sangat Minim, terdapat banyak 

masyarakat yang terkendala faktor biaya yang dikenakan untuk pengurusan 

Tanah, proses Administrasi yang berbelitbelit dan jarak untuk ke lokasi 

kantor untuk pengurusan Tanah yang cukup jauh. Sehingga apabila angka 
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Pendaftaran Tanah masih rendah sangat rawan terjadi klaim tanah secara 

sepihak  dan akan merujuk kepada ranah Hukum untuk di selesaikan pada 

lembaga Peradilan. Pihak pemerintah di harapkan untuk mengkaji ulang 

mengenai tarif pengurusan dalam Pendaftaran Tanah, evaluasi terhadap 

kinerja pelayanan administrasi dan program yang di buat pemerintah dalam 

hal mempercepat Pendaftaran Tanah dilakukan secara akuntabel untuk 

mencapai capaian target yang maksimal (Akbar, 2023). 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

dapat dilihat  Penelitian terdahulu berfokus pada rendahnya pendaftaran tanah 

di Kabupaten Wajo akibat hambatan biaya, birokrasi, dan akses geografis. 

Solusi yang direkomendasikan mencakup perbaikan sistem administrasi dan 

penurunan tarif pengurusan tanah. 

 Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

efektivitas Program Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan hukum masyarakat di Desa Biroro. Rekomendasinya diarahkan 

pada optimalisasi program edukasi hukum. Dan persamaan yaitu membahas 

kesadaran hukum. 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Puspa Yuliasari pada tahun 2019 yang 

berjudul “Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan 

Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan” hasil menunjukan 

bahwa  Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan 

dilakukan mulai dari pengusulan, pembinaan, penilaian, penetapan, dan 

peresmian. Adapun dari segi efektivitas, pelaksanaan program desa sadar 

hukum di Desa Trusmi Wetan cukup efektif, karena dapat meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan (Yuliasari et al., 2019). 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

dapat dilihat Fokus Penelitian Penelitian terdahulu berfokus hanya pada 

efektivitas pelaksanaan program Desa Sadar Hukum dan peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
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tidak hanya membahas kesadaran hukum tetapi juga menekankan aspek 

kepatuhan hukum yang dihasilkan dari penerapan Program Kadarkum. 

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian terdahulu adalah di Desa Trusmi Wetan, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Biroro. 

Perbedaan lokasi dapat mempengaruhi konteks sosial, budaya, dan 

penerimaan masyarakat terhadap program hukum yang diterapkan. Hasil 

yang Diharapkan Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa program cukup 

efektif meningkatkan kesadaran hukum, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan Program 

Kadarkum dalam meningkatkan dua aspek sekaligus: kesadaran hukum dan 

kepatuhan hukum masyarakat. 

4. Penelitian yang di lakukan Batari Laskarwati pada tahun 2018 yang berjudul 

“Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum 

(KADARKUM)”. Hasil menunjukan bahwa Keluarga Sadar Hukum 

(KADARKUM) merupakan salah satu program untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satu 

bentuk program ini selain sosialisasi dan edukasi, juga pendampingan intensif 

terhadap setiap keluarga, sehingga program Indonesia bebas narkoba akan 

bisa tercapai melalui program yang di mulai dari lingkungan yang paling 

kecil. Di Jawa Tengah, korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan 

terlarang (narkoba) di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai lebih dari 523 ribu 

orang (Laskarwati, 2018). 

 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

mengenai penerapan Program Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan hukum di masyarakat Desa Biroro. Kedua penelitian ini memiliki 

kesamaan dalam hal penggunaan Program Kadarkum sebagai pendekatan 

utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kedua 

penelitian sama-sama menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum 
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dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan norma dan aturan yang 

berlaku. Metode penelitian yang digunakan juga bersifat kualitatif deskriptif 

dengan tujuan menganalisis efektivitas program dalam memberikan dampak 

terhadap masyarakat. 

 Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam fokus dan ruang 

lingkup penelitian. Penelitian Batari Laskarwati lebih menitikberatkan pada 

pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendampingan keluarga dalam 

Program Kadarkum. Fokus utamanya adalah bagaimana program ini dapat 

membantu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan 

kesadaran hukum di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. 

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih luas cakupannya, yakni 

mengkaji bagaimana penerapan Program Kadarkum dapat membentuk  

kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara keseluruhan, tidak 

terbatas pada isu narkoba saja. 

5. Penelitian yang di lakukan Yenny Aman Serah pada tahun 2025 yang 

berjudul “Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui 

Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa”. Hasil 

menunjukan bahwa Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK 

juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. 

Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran 

hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama 

meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan 

program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk 

kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis (Serah & Hastian, 2025) 

 Persamaan. Keduanya berfokus pada peningkatan kesadaran hukum 

melalui program kadarkum sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain 

itu, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya edukasi hukum 

dalam membangun pemahaman yang lebih baik terhadap aturan dan norma 

hukum yang berlaku. Keduanya juga menekankan perlunya strategi yang 
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efektif dalam penyuluhan hukum agar dapat diterapkan secara luas di 

masyarakat. Selain itu, hasil dari kedua penelitian ini diharapkan memberikan 

rekomendasi untuk memperkuat serta memperluas cakupan program 

kesadaran hukum agar lebih berdampak dan berkelanjutan. 

 Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian 

tersebut. Selain itu, perbedaan lain terletak pada subjek penelitian. Penelitian 

Yenny Aman Serah lebih spesifik dengan melibatkan kelompok PKK sebagai 

sasaran utama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup 

masyarakat umum Desa Biroro tanpa membatasi kelompok tertentu. Dari segi 

metode penelitian, penelitian Yenny tidak secara eksplisit disebutkan 

metodenya, tetapi berbasis penyuluhan hukum sebagai intervensi utama. 

Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif, dengan pendekatan wawancara dan observasi untuk memahami 

bagaimana Program Kadarkum diterapkan serta dampaknya terhadap 

kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan karakteristik permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus 

permasalahan. Penelitian lapangan dipahami sebagai metode yang bersifat 

sistematis dan terstruktur, di mana data yang dikumpulkan berasal dari 

kondisi nyata di lapangan dan disajikan secara objektif tanpa adanya rekayasa 

atau manipulasi informasi.  

2. Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa narasi, 

percakapan, peristiwa, fenomena sosial, serta perilaku individu atau 

kelompok yang diamati secara langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2020). 

Pendekatan ini dinilai tepat apabila penelitian bertujuan untuk memahami 

secara mendalam konteks sosial serta interaksi kompleks yang terjadi di 

antara partisipan (Fiantika et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif 

deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena sejalan dengan tujuannya, yaitu 

untuk menggambarkan secara rinci proses penerapan Program Kadarkum 

dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Desa 

Biroro. 

B. Definisi Operasional 

 Definisi operasional dalam penelitian ini disusun guna memastikan 

keseragaman pemahaman antara peneliti dan pembaca, sehingga dapat 

menghindari potensi kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap makna 

judul penelitian. “Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Meningkatkan 
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Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro” yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan Program Kadarkum adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui berbagai 

metode seperti penyuluhan, ceramah, diskusi, simulasi, dan kegiatan edukatif 

lainnya. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya sadar hukum di 

tingkat keluarga dan masyarakat. 

2. Kesadaran hukum adalah pemahaman, pengetahuan, dan sikap masyarakat 

terhadap hukum yang berlaku, termasuk kesadaran untuk mengetahui hak dan 

kewajiban serta memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum. 

3. Kepatuhan hukum adalah perilaku nyata masyarakat dalam menaati peraturan 

dan norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak 

tertulis, serta kesediaan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar 

hukum 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, 

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Biroro dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang masih erat 

dengan budaya lokal, namun juga tengah menghadapi berbagai tantangan 

terkait kesadaran dan kepatuhan hukum. Selain itu, desa ini menjadi salah 

satu lokasi penerapan Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), sehingga 

relevan untuk dianalisis bagaimana program tersebut mempengaruhi 

kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat setempat.  

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan, mulai pada bulan 

Mei tahun 2025 sampai dengan bulan Juni tahun 2025. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang 

unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti 

(Suriani et al., 2023). Subjek penelitian merujuk pada individu yang berperan 

sebagai responden, informan, atau narasumber yang memberikan data atau 

informasi yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Adapun yang akan 

menjadi subjek utama dalam penelitian ini masyarakat desa biroro dan 

perangkat desa biroro dan data pendukung dari polsek sinjai timur. 

 Sebaran Informan pada penelitian ini yaitu perangkat Desa sebanyak 2 

orang Tokoh Masyarakat sebanyak 2 dan Polsek sinjai timur sebanyak 1 

orang 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan fokus utama yang menjadi sasaran 

pengamatan dan analisis dalam suatu kegiatan penelitian. Dengan demikian, 

objek penelitian dapat dipahami sebagai isu atau topik yang dikaji secara 

sistematis. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah 

penerapan kadarkum dalam upaya membentuk kesadaran dan kepatuhan 

hukum masyarakat 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 

wawancara dan dokumentasi.. 

1. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan Metode pengumpulan data ini dilakukan 

melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, sehingga 

memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat mendalam dan 

kontekstual melalui proses wawancara mengenai pandangan, pengalaman, 

dan persepsi responden tentang suatu fenomena atau permasalahan yang 
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diteliti (Ardiansyah et al., 2023). Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti 

dan informan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian..  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-

terstruktur, yaitu dengan menyusun panduan pertanyaan terlebih dahulu, 

namun tetap memberikan ruang bagi munculnya pertanyaan tambahan secara 

spontan yang disesuaikan dengan konteks dan dinamika percakapan selama 

proses wawancara berlangsung (Latifah, 2020). Peneliti menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan 

yang telah dirancang secara sistematis, kemudian menggali jawaban informan 

secara mendalam guna memperoleh informasi yang lebih rinci. Pendekatan 

ini digunakan untuk memperoleh data yang mencakup seluruh variabel 

penelitian secara komprehensif, khususnya terkait dengan implementasi 

Program Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum 

masyarakat di Desa Biroro. Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai 

masyarakat dan perangkat Desa Biroro sebagai sumber data utama, serta 

pihak Polsek Sinjai Timur sebagai sumber data pendukung guna menunjang 

kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi dalam penelitian merupakan suatu proses sistematis yang 

mencakup pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, serta pengelolaan data 

dan informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian 

penelitian. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa semua 

informasi yang diperlukan dapat diakses dan digunakan secara efektif selama 

proses penelitian (Wati, 2024).   

 Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai 

dokumen yang relevan dengan program kadarkum  dan Data administratif 
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Desa. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara dengan 

memberikan bukti visual dan tertulis mengenai penerapan program kadarkum 

di desa biroro 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian. Mereka berperan penting dalam menentukan kualitas 

dan keakuratan hasil penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian 

kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh. Adapun instrumen penelitian 

berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan untuk menggali 

informasi mendalam dari subjek penelitian, yaitu masyarakat Biroro,  

perangkat desa Biroro dan polsek sinjai timur 

Tabel.3.1 

Pedoman Wawancara 

No Indikator Program 

kadarkum 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengetahuan Hukum Wawancara  

2. Sikap Terhadap Hukum Wawancara 

3. Perilaku Terhadap Hukum Wawancara 

4.  Partisipasi Aktif Wawancara 

5.  Kesadaran Hukum Wawancara 

 

2. List Dokumentasi 

 Pengambilan data visual dalam studi ini difasilitasi oleh kamera 

ponsel sebagai alat dokumentasi primert proses  penerapan program 
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kadarkum, soft copy terkait profil desa biroro, data terkait kasus kejahatan 

yang terjadi di desa biroro, dan sebagainya 

G. Keabsahan Data 

 Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi standar 

ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan pengujian keabsahan data 

melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode verifikasi yang 

memanfaatkan sumber data lain sebagai pembanding. Dalam konteks ini, peneliti 

menggunakan informasi dari narasumber tambahan di luar informan utama guna 

memeriksa konsistensi dan validitas data yang telah dikumpulkan. (Saadah et al., 

2022). Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

bentuk, salah satunya adalah triangulasi sumber: 

1. Triangulasi sumber 

 Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan 

membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai 

narasumber atau sumber data yang berbeda." (Susanto et al., 2023). Peneliti 

menggunakan triangulasi sumber untuk mengkaji fenomena yang saling 

terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Pada penelitian ini 

untuk menguji kredibilitas data program kadarkum di desaa biroro  maka 

selain mengumpulkan data dari masyarakat dan perangkat desa ,peneliti juga 

mengumpulkan dan menyajikan data dari polsek sinjai. Data dari beberapa 

sumber ini dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan perspektif yang 

sama, yang berbeda, dan spesifikasi dari beberapa sumber data tersebut. 

Selanjutnya peneliti akan menganalisis data untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan yang kemudian di konfirmasikan kepada ketiga sumber tersebut. 

H. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan komponen krusial dalam suatu 

penelitian, karena melalui tahapan ini data yang diperoleh dapat diolah secara 

sistematis menjadi informasi yang valid dan terstruktur. Proses analisis data 

mencakup pengumpulan, pengorganisasian, serta pengelompokan informasi yang 
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telah dihimpun selama penelitian guna menghasilkan temuan yang bermakna (A. 

S. Arifin & Sukati, 2020). Biasanya data yang umumnya tersebar dan menumpuk 

dapat disederhanakan berdasarkan titik fokus atau masalah agar dapat lebih 

mudah dipahami (Hardani, 2020) 

 

Gambar 3.1  

 Teknik Analisis Data Milles & Huberman 

Pada gambar diatas telah dipaparkan teknik analisis data yang akan 

dilakukan pada penelitian ini. Agar dapat lebih dipahami dengan jelas maka 

dibutuhkan adanya penjelasan terkait teknik analisis data tersebut, yang dapat 

diperhatikan dalam penjelasan di bawah ini: 

1. Reduksi Data 

Menurut Milles & Huberman reduksi data merupakan proses 

seleksi, pemutusan fokus perhatian, penyederhanaan dan abstraksi data yang 

dihasilkan dari catatan-catatan dilapangan. Reduksi data merupakan tahap 

dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan, 

mengklasifikasikan, memfokuskan, dan menyusun data secara sistematis 

dengan cara mengeliminasi informasi yang tidak relevan, sehingga 

mempermudah dalam penarikan serta verifikasi kesimpulan akhir. 

(Fadjarajani, 2020). Reduksi data dapat dilakukan secara terus-menerus 

selama proses penelitian dilakukan hingga data yang terkumpul benar-benar 

nampak sesuai dengan kerangka kongseptual penelitian, permasalahan studi, 

dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya 

informasi yang telah tersusun, sehingga dapat memudahkan dalam proses 

pengambilan kesimpulan data. Penyajian data merupakan proses 

pengorganisasian dan penyusunan inti informasi dari data yang saling 

berhubungan, sehingga mempermudah peneliti dalam merumuskan 

kesimpulan serta menentukan langkah analisis berikutnya (Farhana, 2019). 

Pada penelitian ini bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk 

display data kualitatif menggunakan teks narasi.  

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)  

Pada tahap  Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan 

tahapan akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memastikan 

keabsahan temuan dan merumuskan makna dari data yang telah diolah untuk 

menarik intisari dari informasi yang diperoleh dan harus memiliki kesesuaian 

berdasarkan reduksi data dan sajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan 

peneliti sejak peneliti mulai mencari makna informasi yang memiliki 

kesamaan dan sering dimunculkan oleh informan  Dengan dukungan bukti 

yang valid dan konsisten selama proses pengumpulan data ulang di lapangan, 

maka kesimpulan yang dihasilkan peneliti dapat dianggap memiliki tingkat 

kredibilitas yang tinggi (Wijaya, 2020). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil  Penelitian 

1. Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran 

Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro 

 Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan inisiatif 

yang digagas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan 

hukum di tengah masyarakat. 

a. Pengetahuan Hukum 

 Pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang atau 

kelompok mengenai aturan, norma, dan prinsip hukum yang 

berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Pengetahuan ini mencakup 

pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, 

mekanisme perlindungan hukum, serta tata cara penyelesaian 

masalah hukum di lingkungan sosial.  

 Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai 

kepala desa  mengemukakan  bahwa:  

“Yah saya ketahui klau soal masyarakat bisa di katakan smpai 90% 

mengenai persoalan hukum di desa biroro hukum seperti  persoalan 

persoalan tanah,persoalan persoalan yg terjadi di pemuda 

pemudi,kemudian persoalan persoalan bantuan” (Wawanacara 06 Mei 

2025)  

 

 Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini 

memberikan pendapat bahwa: 

“ Di desa ini, hukum yang berlaku biasanya mengacu pada aturan dari 

pemerintah pusat, kabupaten, dan juga ada peraturan desa atau perdes. 

Yah saya ketahui adalah hukum yang berlaku di desa di ataur dalam 

UU No 6 tentang desa dan peraturan turunannya , Produk hukum desa 
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meliputi peraturan desa peraturan bersama kepala desa dan peraturan 

desa. (wawancara 16 Mei 2025) 

 

 Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Mayarakat dalam hal 

ini memberikan pendapat bahwa: 

“Setahu saya, hukum itu aturan yang harus kita taati supaya hidup 

rukun. Di desa ini, biasanya hukum itu soal tertib lingkungan, jaga 

ketertiban umum, dan aturan adat juga dihormati.aturan soal lahan atau 

batas tanah. Kalau ada masalah keluarga atau tetangga, biasanya juga 

diselesaikan lewat musyawarah dulu.” 
 

 Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai 

Masyarakat: 

“Yang saya tahu, hukum di desa ini biasanya aturan-aturan yang dibuat 

supaya warga bisa hidup rukun. Misalnya, aturan soal kebersihan 

lingkungan dan peraturan soal pembatasan lahan” (wawancara 16 Mei 

2025 

 

 Berdasarkan Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa  bahwa 

masyarakat Desa Biroro memiliki tingkat kesadaran hukum sangat baik. 

Mereka memahami berbagai persoalan hukum seperti masalah tanah, 

ketertiban sosial, dan bantuan, serta menghargai penyelesaian secara 

musyawarah. Hukum yang berlaku di desa merujuk pada aturan 

pemerintah pusat, daerah, dan peraturan desa berdasarkan UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Selain hukum formal, masyarakat juga 

memegang teguh nilai-nilai lokal seperti kebersihan dan ketertiban 

lingkungan. Hal ini mencerminkan kesadaran hukum yang tumbuh 

seimbang antara aturan formal dan budaya lokal. 

 Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai 

Bhabinkamtibmas mengemukakakan bahwa: 

Ya, hukum yang berlaku di desa biroro umumnya mengacu pada 

aturan pemerintah, seperti peraturan daerah dan juga hukum nasional. 

Selain itu, ada juga peraturan desa yang dibuat bersama aparat desa 

dan tokoh masyarakat untuk mengatur kehidupan warga agar lebih 
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tertib. Kalau ada konflik antarwarga juga biasanya diselesaikan dulu 

secara musyawarah, baru dibawa ke proses hukum kalau perlu. ( 

Wawancara 09 Mei 2025) 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Desa Biroro memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup 

tinggi. Mereka umumnya memahami persoalan-persoalan hukum yang 

sering terjadi, seperti sengketa tanah, ketertiban pemuda, bantuan sosial, 

serta aturan lingkungan. Hukum yang berlaku di desa ini merujuk pada 

peraturan nasional, daerah, dan peraturan desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, nilai-nilai lokal 

seperti musyawarah, kebersihan lingkungan, dan ketertiban sosial tetap 

dijunjung tinggi sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat. 

Kesadaran hukum di Desa Biroro tumbuh melalui keseimbangan antara 

aturan formal dan kearifan lokal, serta didukung oleh peran aktif aparat 

desa dan tokoh masyarakat. 

b. Sikap Terhadap Hukum 

 Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan individu atau 

masyarakat untuk menerima, menghargai, dan mematuhi hukum karena 

hukum dianggap bermanfaat, menguntungkan, atau bernilai jika ditaati. 

 Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai 

kepala desa  mengemukakan  bahwa:  

“Kalau ingin menjadikan secara signifikan secara adil alhamdulillah 

karna kita ini hanya manusia biasa secara kasat mata tidak ada 

komplen balik dalam persoalan adil nya namun saya bersama aparat 

dan seluruh jajaran saya melakukan sesuatu seadil adilnya sebagai 

manusia biasa tidak luput dri hal itu sangat penting,persoalan itu 

sangat penting kita amati apalgi mengenai hal hal yg ada di desa biroro 

itu sangat penting mengenai soal hukum” (Wawanacara 06 Mei 2025)  

 Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini 

memberikan pendapat bahwa: 

“Menurut saya cukup adil, karena hukum dibuat berdasarkan 

kesepakatan bersama lewat musyawarah, jadi masyarakat juga 

dilibatkan dan paham alasannya. Sangat penting. Tanpa hukum, nanti 
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masyarakat bisa seenaknya sendiri dan bisa timbul banyak masalah” 

(wawancara 16 Mei 2025) 
 

 Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Mayarakat dalam hal 

ini memberikan pendapat bahwa: 

“Menurut saya cukup adil, karena semua warga diperlakukan sama. 

Cuma kadang memang ada orang yang masih coba-coba langgar 

aturan. Dan atauran ini  Penting sekali. Kalau tidak ada aturan, bisa-

bisa masyarakat jadi semaunya sendiri. Dengan hukum, hidup jadi 

lebih teratur.” (Wawanacara 06 Mei 2025)  
 

 Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai 

Masyarakat: 

“Menurut saya cukup adil, soalnya aturan itu berlaku buat semua 

orang, tidak pandang kaya atau miskin. Dan aturan Penting sekali, 

karena kalau nggak ada hukum, mungkin orang jadi semaunya sendiri 

dan bisa bikin kacau.” (wawancara 16 Mei 2025) 
 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat Desa Biroro secara umum menilai hukum yang 

berlaku di desa sudah cukup adil. Mereka merasa bahwa aturan yang 

diterapkan bersifat menyeluruh, tidak membedakan status sosial, dan 

disusun melalui proses musyawarah bersama, sehingga masyarakat 

merasa dilibatkan. Meski masih ada segelintir pelanggaran, hukum tetap 

dianggap penting sebagai pedoman hidup bersama yang menjaga 

ketertiban dan mencegah kekacauan. Kesadaran bahwa hukum berperan 

penting dalam kehidupan bermasyarakat sudah tertanam di tengah 

warga, dan aparat desa pun berupaya menjalankan hukum dengan 

seadil-adilnya sesuai kapasitas sebagai manusia. 

 Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai 

Bhabinkamtibmas mengemukakakan bahwa: 

“Menurut saya cukup adil, karena dibuat berdasarkan kesepakatan 

bersama dan biasanya mempertimbangkan kondisi masyarakat. Kalau 

ada yang merasa keberatan, biasanya bisa dibahas ulang melalui 
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musyawarah. Dan hukum Sangat penting. Tanpa hukum, masyarakat 

akan bingung mana yang boleh dan tidak. Hukum itu seperti pagar 

yang mengatur supaya semua orang hidup rukun. dan Penegakan 

hukum itu bagian dari tugas kami juga sebagai polisi. Kalau ada 

aturan, tapi tidak ditegakkan, nanti tidak ada yang patuh.” ( 

Wawancara 09 Mei 2025) 
 

 Sehingga dapat di simpulkan bahwa masyarakat dan aparatur 

Desa Biroro memiliki pandangan positif terhadap keadilan hukum yang 

berlaku di lingkungan mereka. Hukum dinilai cukup adil karena dibuat 

melalui musyawarah dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat 

tanpa memandang status sosial. Aparat desa berusaha menerapkan 

hukum dengan sebaik mungkin sesuai kapasitas mereka sebagai 

manusia. Masyarakat memahami pentingnya hukum sebagai alat untuk 

menjaga ketertiban, mencegah kekacauan, dan membangun kehidupan 

yang rukun. Penegakan hukum juga dianggap penting agar aturan tidak 

hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar ditaati. Keseluruhan 

pandangan ini mencerminkan bahwa kesadaran dan sikap terhadap 

hukum di Desa Biroro telah tumbuh dengan baik. 

c. Perilaku Mematuhi Hukum 

 Perilaku mematuhi hukum adalah tindakan nyata yang dilakukan 

oleh individu atau masyarakat untuk menaati aturan, norma, dan 

peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ini 

merupakan manifestasi dari kesadaran hukum dan kesetiaan terhadap 

nilai-nilai hukum yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap 

peraturan yang mengatur kehidupan bersama. 

 Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai 

kepala desa  mengemukakan  bahwa:  

“Terkadang saya mengambil tindakan itu saya menyuruh mencari fakta 

terkait tindakan yg dilakukan  dan Sanksi tergantung dri kesalahan apa 

yg dia lakukan kalau saya anggap itu fatal sudah jelas saya sanksi tapi 



38 
 

 

 

kalau istilahnya bisa kita mengedukasi atau bisa kasi pemahaan dan 

bisa menyadari kesalahn yg di lakukan itu (Wawanacara 06 Mei 2025)  
 

 Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini 

memberikan pendapat bahwa:  

“Untuk sejauh ini tidak pernah karena kita sebagai perangkat desa di 

atur oleh UU Desa di mana UU desa ada sangsi jika kami melakukan 

pelanggaran, Biasanya saya tegur secara baik-baik dulu. Memberikan 

mediasi menasehati dan memberikan pemahaman jika yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran” (wawancara 16 Mei 2025) 

 

 Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Mayarakat dalam hal 

ini memberikan pendapat bahwa: 

“Sejauh ini belum pernah melanggar hukum yang di terapkan di desa 

ini. Saya usahakan ikut aturan, dengar arahan dari desa, dan kalau ada 

yang belum jelas, saya tanya. Lebih baik mencegah daripada kena 

masalah” (Wawanacara 06 Mei 2025)  
 

 Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai 

Masyarakat: 

“ sejauh ini belum pernah melanggar dan mudah- mudahan tidak untuk 

seterusnya, saya berusaha untuk menaatai aturan yang di buat oleh 

desa biroro ini. (wawancara 16 Mei 2025) 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sanksi hukum di Desa Biroro dilakukan secara bijaksana dan 

bertahap, dengan mengutamakan pendekatan edukatif terlebih dahulu. 

Aparatur desa lebih memilih memberikan pemahaman, menasihati, dan 

memediasi sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih tegas. Sementara itu, 

masyarakat menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap 

aturan yang berlaku. Mereka cenderung berusaha memahami serta 

menaati hukum desa untuk menghindari pelanggaran. Hal ini 

mencerminkan adanya budaya hukum yang sehat, di mana tindakan 

pencegahan dan pemahaman lebih diutamakan daripada penindakan. 
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 Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai 

Bhabinkamtibmas mengemukakakan bahwa: 

“Biasanya saya dekati secara persuasif dulu. Saya ajak ngobrol baik-

baik, saya jelaskan aturannya dan kenapa itu penting. Kalau tetap 

membandel, baru saya tindak sesuai prosedur. Saya berusaha disiplin, 

mengikuti aturan yang berlaku, dan terus belajar supaya tahu mana 

yang boleh dan mana yang tidak. Lingkungan kerja saya juga 

mendukung untuk selalu taat hukum. Ya, ada. Sanksinya bisa berupa 

teguran, denda, bahkan proses hukum kalau pelanggarannya berat. 

Tapi biasanya, kita coba selesaikan dengan pendekatan humanis dulu” 

( Wawancara 09 Mei 2025) 

 Sehingga dapat di simpulkan bahwa  perilaku mematuhi hukum 

di Desa Biroro tercermin dalam sikap aparat desa dan masyarakat yang 

menjunjung tinggi aturan serta lebih mengutamakan penyelesaian secara 

edukatif dan persuasif. Aparatur desa cenderung memberikan 

pemahaman terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi, sementara 

masyarakat berusaha untuk taat hukum dan mencegah pelanggaran sejak 

awal. Pendekatan ini memperlihatkan adanya budaya hukum yang 

berkembang secara sehat, di mana kesadaran, pencegahan, dan edukasi 

menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang 

tertib dan harmonis. 

d. Partisipasi Aktif 

 Partisipasi aktif adalah keterlibatan nyata dan bermakna 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi kebijakan atau program, termasuk dalam konteks pembentukan 

dan penegakan hukum. Partisipasi ini bukan sekadar formalitas atau 

simbolik, melainkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

mempengaruhi isi dan arah kebijakan secara substansial. 

 Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai 

kepala desa  mengemukakan  bahwa: 

“Pernah setiap tahun saya di desa biroro melakukan sosialiasi hukum 

karna masyarakat saya itu sangat membutuhkan saya sangat 
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mendukung dan mensupport saya merasaa terbantu dengan adanya hal 

itu istilahnya bukan berarti tidak perlu dan bukan berarti tidak harus 

saya merasa bahwa saya terbantu dengan adanya sosialisasi hukum yg 

ada di desa biroro ini Saran saya kalau di masyarakat saya itu ada 

beberapa dimensi tergantung dri bagaimna edukasi nya,bagaimna 

melukakan pendekatan untuk menjelaskan dasar dasar hukum terus 

terang saya itu punya daerah ada 3 dimensi ada persoalan mengenai 

hukum adat,tanah,tergantung cara bagaimna kita mengedukasi” 

(Wawanacara 06 Mei 2025)  

  

 Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini 

memberikan pendapat bahwa:  

“Pernah. Saya ikut bantu sosialisasi waktu ada kegiatan penyuluhan 

hukum dari kejaksaan. Saya sangat mendukung. Ini bagus untuk 

menambah wawasan warga. Kadang masyarakat cuma tahu hukum 

dari cerita-cerita, tapi dengan program ini mereka jadi lebih paham 

langsung dari ahlinya.” (wawancara 16 Mei 2025) 
 

 Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Mayarakat dalam hal 

ini memberikan pendapat bahwa: 

“Pernah ikut waktu ada penyuluhan dari pihak kejaksaan di  desa 

biroro ini . Saya hadir dan ikut diskusi, biar tambah paham soal 

hukum. Dan Bagus sekali. Membantu kami yang awam soal hukum. 

Harapannya bisa sering diadakan dan melibatkan semua warga.” 

(Wawanacara 06 Mei 2025)  

 

 Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai 

Masyarakat: 

“Pernah, waktu ada penyuluhan hukum dari desa dan kejaksaan. Saya 

ikut datang, dengar penjelasan,. Dan Bagus sekali. Bikin kita paham 

soal hukum dan lebih sadar sama aturan” (wawancara 16 Mei 2025) 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan sosialisasi hukum di Desa Biroro telah terlaksana secara rutin 

dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, baik aparat desa 

maupun masyarakat. Sosialisasi ini dianggap sangat bermanfaat dalam 

meningkatkan pemahaman warga terhadap hukum, terutama dalam isu-

isu seperti hukum adat dan pertanahan. Aparat desa merasa terbantu 
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dengan adanya kegiatan ini karena dapat memperkuat kesadaran hukum 

masyarakat melalui pendekatan edukatif. Masyarakat pun merasa lebih 

paham dan terbuka terhadap aturan setelah mengikuti kegiatan 

sosialisasi. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan terus dilakukan 

secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak warga. 

 Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai 

Bhabinkamtibmas mengemukakakan bahwa: 

“Pernah. Saya sering jadi narasumber atau pendamping saat ada 

penyuluhan hukum di desa, seperti acara Kadarkum Dan Saya sangat 

mendukung. Program seperti itu bisa membuka wawasan masyarakat 

dan mencegah masalah hukum sejak awal.” ( Wawancara 09 Mei 

2025) 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat 

Desa Biroro dalam kegiatan sosialisasi hukum berjalan dengan baik dan 

memiliki dampak positif. Baik aparat desa maupun warga secara nyata 

terlibat dalam penyuluhan hukum yang rutin dilaksanakan, seperti 

melalui program dari kejaksaan atau kegiatan Kadarkum. Kegiatan ini 

dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum 

masyarakat, terutama terkait hukum adat dan pertanahan. Partisipasi 

tersebut tidak bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan ruang 

bagi warga untuk memahami dan ikut serta dalam proses hukum yang 

berlaku. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Biroro 

mencerminkan peran aktif yang substansial dalam mendukung 

penegakan hukum secara partisipatif dan edukatif. 

e. Kesadaran Kolektif 

 Kesadaran kolektif adalah kesadaran bersama yang dimiliki oleh 

sekelompok individu dalam masyarakat yang mencakup norma, nilai, 

kepercayaan, dan perasaan yang diyakini dan diikuti secara bersama-

sama. Kesadaran ini berfungsi sebagai perekat sosial yang mengatur 
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perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan aturan dan nilai-nilai 

yang disepakati bersama 

 Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai 

kepala desa  mengemukakan  bahwa: 

“Sangat antusias kalau masyarakat saya di desa biroro baik mengenai 

hukum keagamaan,adat,undang undang,mereka sangat antusias dan 

mereka mau menerima Untuk sementara klau kelompok hukum seperti 

keagamaan dan setiap tahun saya mengadakan sosialisasi hukum 

bersama kejaksaan dan saya  Saya sangat berharap kalau bisa 100% 

masyarakat saya menyadari mengenai hukum yg ada di desa biroro 

karna itu mmng saya ingin masyarakat saya sangat paham mengenai 

hukum” (Wawanacara 06 Mei 2025) 

 

 Adapun menurut Asri, sebagai perangkat desa dalam hal ini 

memberikan pendapat bahwa: 

“Biasanya lewat kerja sama antarwarga dan kepala dusun. Kalau ada 

masalah, warga cepat lapor dan kita selesaikan lewat musyawarah. 

Ada juga sistem ronda malam yang bantu menjaga ketertiban. Ada, 

seperti kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), meskipun 

masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. Selain itu, PKK dan karang 

taruna juga kadang ikut bantu penyuluhan. Saya harap masyarakat 

makin sadar bahwa menjaga ketertiban itu tugas bersama, bukan cuma 

aparat. Kalau semua punya kesadaran hukum, desa kita bisa lebih 

aman dan nyaman untuk semua.” (wawancara 16 Mei 2025) 

 Adapun menurut Bapak Rahman ,sebagai Masyarakat dalam hal 

ini memberikan pendapat bahwa: 

“Biasanya lewat musyawarah. Kalau ada masalah, diselesaikan 

bareng-bareng supaya tidak melebar  kelompok Kadarkum 

Harapannya semua saling mengingatkan dan tidak cuek. Kalau semua 

peduli, hukum bisa jalan dengan baik, dan desa jadi aman dan 

nyaman.” (Wawanacara 06 Mei 2025)  

 

 Hal senada pun di kemukakan oleh bapak Marzuki Sebagai 

Masyarakat: 

“Biasanya kalau ada yang melanggar, warga saling mengingatkan. 

Kadang juga lewat musyawarah Ada kelompok Kadarkum. Mereka 

yang sering bantu edukasi hukum ke warga,dan pemuda. Saya 

berharap masyarakat bisa terus kompak, saling menjaga dan saling 
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mengingatkan supaya desa kita tetap aman dan tertib.” (wawancara 16 

Mei 2025) 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa  

Masyarakat Desa Biroro menunjukkan antusiasme tinggi terhadap 

edukasi hukum. Sosialisasi rutin bersama aparat dan lembaga seperti 

kejaksaan didukung oleh peran kelompok seperti Kadarkum, PKK, dan 

karang taruna. Masalah hukum umumnya diselesaikan lewat 

musyawarah dan saling mengingatkan. Kesadaran bahwa menjaga 

ketertiban adalah tanggung jawab bersama mulai tumbuh, dan 

diharapkan terus meningkat demi terciptanya desa yang aman dan tertib. 

 Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai 

Bhabinkamtibmas mengemukakakan bahwa: 

“Biasanya lewat, kerja bakti. Mereka saling mengingatkan dan tidak 

segan menegur kalau ada yang melanggar aturan Ada, seperti 

kelompok Kadarkum. Mereka aktif mengedukasi masyarakat soal 

hukum, dan sering bekerja sama dengan pihak kepolisian atau 

kejaksaan. Saya berharap masyarakat bisa terus kompak, tidak takut 

melapor jika ada pelanggaran, dan bersama-sama menjaga lingkungan 

agar tetap aman, damai, dan taat hukum” ( Wawancara 09 Mei 2025) 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran kolektif 

masyarakat Desa Biroro terhadap hukum telah tumbuh dengan cukup 

kuat dan positif. Antusiasme warga dalam menerima edukasi hukum, 

baik yang bersifat keagamaan, adat, maupun peraturan negara, 

menunjukkan adanya pemahaman dan keterbukaan terhadap nilai-nilai 

hukum. Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan sosialisasi 

hukum yang melibatkan berbagai pihak seperti kejaksaan dan kelompok 

masyarakat, seperti Kadarkum, PKK, dan karang taruna. Pola 

penyelesaian masalah yang dilakukan melalui musyawarah, serta 

budaya saling mengingatkan sesama warga menunjukkan bahwa nilai-

nilai hukum telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. 

Kesadaran bahwa ketertiban dan penegakan hukum merupakan 

tanggung jawab bersama telah menjadi bagian dari perilaku kolektif 
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masyarakat. Dengan dukungan aparat seperti Bhabinkamtibmas, sinergi 

antara masyarakat dan pemerintah desa diharapkan semakin 

memperkuat tatanan sosial yang aman, damai, dan taat hukum di Desa 

Biroro. 

 kesadaran hukum masyarakat Desa Biroro berada pada tingkat yang 

cukup baik. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif warga dalam kegiatan 

sosialisasi hukum yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja 

sama dengan lembaga terkait seperti kejaksaan. Sosialisasi ini tidak hanya 

bersifat formal, namun juga substansial karena menyasar pada aspek hukum 

keagamaan, adat, hingga peraturan perundang-undangan. 

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat  Program Kadarkum 

Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di 

Masyarakat Desa Biroro 

 Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Biroro 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah faktor pendukung yang 

memperkuat program serta faktor penghambat yang menjadi tantangan. 

a. Faktor Pendukung 

 Faktor pendukung Program Kadarkum di Desa Biroro antara lain 

adalah tingginya antusiasme masyarakat. Menurut hasil wawancara 

dengan informan Muslimin sebagai kepala desa  mengemukakan  

bahwa:  

“Kalau saya lihat, masyarakat Desa Biroro itu sebenarnya sangat 

antusias ikut kegiatan hukum, apalagi kalau ada penyuluhan dari 

kejaksaan atau polisi. Mereka senang belajar hal baru, apalagi kalau 

disampaikan dengan bahasa yang mudah. Dukungan dari aparat desa 

juga kuat. Kita sama-sama ingin masyarakat paham dan patuh hukum.” 

(Wawanacara 06 Mei 2025)  

 

 Hal senada pun di kemukakan oleh asri sebagai perangkat desa 

beliau mengemukakan bahwa: 
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“Salah satu hal yang mendukung itu kerja sama antarwarga dan 

dukungan dari kepala dusun. Kalau kita adakan kegiatan, biasanya 

mereka bantu ngajak warga. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok 

seperti PKK, karang taruna, dan Kadarkum yang ikut bantu sosialisasi. 

Jadi bukan cuma tugas pemerintah desa saja.” (wawancara 16 Mei 

2025) 

 

 Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai 

Bhabinkamtibmas mengemukakakan bahwa: 

“Yang paling mendukung itu semangat warga dan kerja sama dari 

pemerintah desa. Saya sering dilibatkan sebagai narasumber di acara 

penyuluhan hukum. Warga juga aktif bertanya kalau ada yang belum 

paham. Program Kadarkum ini sangat membantu saya sebagai polisi 

karena masyarakat jadi lebih sadar aturan.” ( Wawancara 09 Mei 2025) 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

Program Kadarkum di Desa Biroro didukung oleh berbagai faktor yang 

saling melengkapi. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

penyuluhan hukum, terutama saat melibatkan pihak kejaksaan atau 

kepolisian, menjadi modal utama dalam membentuk kesadaran hukum. 

Dukungan aparat desa, kerja sama antarwarga, serta peran aktif 

kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, dan Kadarkum turut 

memperkuat efektivitas program ini. Selain itu, keterlibatan 

Bhabinkamtibmas sebagai narasumber juga membantu menjadikan 

penyuluhan lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat 

menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan hukum di Desa 

Biroro. 

b. Faktor penghambat 

 Dalam pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro, selain 

adanya berbagai faktor pendukung, juga terdapat sejumlah faktor 

penghambat.  

 Menurut hasil wawancara dengan informan Muslimin sebagai 

kepala desa  mengemukakan  bahwa: 
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“Cuma memang tantangannya kadang ada di waktu dan kesibukan 

warga. Kalau kita adakan kegiatan, tidak semua bisa datang karena 

sibuk di kebun atau ada urusan lain. Terus, masih ada juga warga yang 

belum terbiasa ikut kegiatan kelompok seperti Kadarkum, jadi perlu 

pendekatan yang lebih sabar dan terus-menerus.” (Wawanacara 06 Mei 

2025)  

 Hal senada pun di kemukakan oleh asri sebagai perangkat desa 

beliau mengemukakan bahwa: 

“Yang jadi kendala itu biasanya kesadaran sebagian warga yang masih 

kurang. Ada yang merasa hukum itu urusan orang lain, padahal ini 

penting untuk kehidupan sehari-hari. Kadang juga karena kurangnya 

informasi, mereka jadi ragu ikut kegiatan. Makanya kita terus dorong 

supaya mereka makin terbuka dan paham.” (wawancara 16 Mei 2025) 

 

 Sejalan dengan hal ini Bapak sudirman sebagai 

Bhabinkamtibmas mengemukakakan bahwa: 

“Kadang yang menghambat itu soal sarana dan waktu. Misalnya, 

kegiatan Kadarkum belum bisa rutin karena keterbatasan dana atau 

tempat. Terus, belum semua warga aktif, terutama yang muda-muda. 

Jadi kami perlu strategi khusus untuk menarik minat mereka, mungkin 

dengan pendekatan yang lebih santai dan kekinian.” ( Wawancara 09 

Mei 2025) 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro masih menghadapi 

beberapa kendala. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan 

waktu dan kesibukan warga, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat 

terhadap pentingnya hukum, serta kurangnya partisipasi aktif, terutama 

dari kalangan muda. Selain itu, keterbatasan sarana, dana, dan informasi 

juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan 

program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif, 

kreatif, dan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat semakin 

terlibat dan memahami pentingnya kesadaran serta kepatuhan terhadap 

hukum. 
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B. Pembahasan Penelitian 

1. Penerapan Program Kadarkum Dalam Upaya Membentuk Kesadaran 

Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat Desa Biroro 

a. Pengetahuan Hukum  

 Pengetahuan hukum adalah fondasi penting untuk menciptakan 

masyarakat yang sadar hukum, taat aturan, dan mampu menjaga hak serta 

kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan hukum yang efektif, baik 

formal maupun non-formal, sangat diperlukan untuk membangun budaya 

hukum yang adil, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia. 

 Menurut (Pradoto et al., 2020) Pengetahuan hukum merupakan 

bagian esensial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat karena 

hanya dengan mengetahui aturan hukum, seseorang dapat menilai 

tindakan sebagai benar atau salah berdasarkan norma hukum yang 

berlaku. 

 Dari informasi berdasarkan analisa yang diperoleh disimpulkan 

bahwa Masyarakat Desa Biroro menunjukkan tingkat kesadaran hukum 

yang cukup tinggi, tercermin dari pemahaman mereka terhadap berbagai 

persoalan hukum yang sering terjadi serta kepatuhan terhadap peraturan 

nasional, daerah, dan desa. Kesadaran hukum ini tumbuh melalui sinergi 

antara aturan formal dan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, kebersihan, 

dan ketertiban sosial, yang diperkuat oleh peran aktif aparat desa dan 

tokoh masyarakat. 

b. Sikap Terhadap Hukum 

 Sikap terhadap hukum merupakan salah satu indikator penting 

dalam menilai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Sikap 

yang positif akan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang tertib, 

adil, dan harmonis, serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem 

hukum dan pemerintah. 
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 Menurut (Nisa, 2022) hubungan antara kesadaran hukum dan 

ketaatan hukum di Indonesia. Meskipun masyarakat memiliki 

pemahaman hukum, tanpa kesadaran hukum yang kuat, pelanggaran tetap 

terjadi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum melalui 

pendidikan dan sosialisasi menjadi krusial dalam menciptakan 

masyarakat yang taat hukum. 

 Dari informasi berdasarkan analisa yang diperoleh disimpulkan 

Masyarakat dan aparatur Desa Biroro memiliki sikap positif terhadap 

keadilan hukum di lingkungan mereka. Hukum dianggap adil karena 

dibuat secara musyawarah dan berlaku merata bagi semua warga tanpa 

diskriminasi. Aparat desa berusaha menegakkan hukum dengan sungguh-

sungguh sesuai kemampuan mereka, sementara masyarakat menyadari 

pentingnya hukum untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. 

Penegakan hukum dianggap krusial agar aturan tidak sekadar formalitas, 

tetapi benar-benar dipatuhi. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan 

bahwa kesadaran dan penghargaan terhadap hukum di Desa Biroro sudah 

berkembang dengan baik. 

c. Perilaku Mematuhi Hukum 

 Perilaku mematuhi hukum adalah wujud nyata dari kesadaran dan 

sikap positif terhadap hukum yang harus dimiliki setiap individu dalam 

masyarakat. Kepatuhan ini tidak hanya didorong oleh adanya sanksi, 

tetapi juga oleh internalisasi nilai hukum dan kesadaran akan pentingnya 

hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Pendidikan dan 

pembinaan kesadaran hukum sejak dini sangat penting untuk 

menumbuhkan perilaku taat hukum yang berkelanjutan (Rahmat & Arif, 

2022) 

  Menurut H.C. Kelman,  terdapat tiga indikator utama yang 

menjelaskan mengapa seseorang mematuhi hukum. Pertama adalah 

compliance, yaitu kepatuhan yang muncul karena individu takut akan 
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sanksi atau hukuman yang akan diterima jika melanggar aturan. Kedua 

adalah identification, di mana seseorang mematuhi hukum untuk menjaga 

hubungan baik dengan orang lain atau kelompok sosial yang dianggap 

penting, sehingga kepatuhan tersebut didorong oleh keinginan untuk 

diterima dan dihargai dalam lingkungan sosialnya. Ketiga adalah 

internalization, yaitu kepatuhan yang terjadi ketika individu merasa 

aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang 

dianutnya secara pribadi, sehingga mematuhi hukum bukan karena 

tekanan dari luar, melainkan berasal dari kesadaran dan keyakinan 

batiniah terhadap kebenaran aturan tersebut. (M. Arifin, 2015) 

 Perilaku mematuhi hukum di Desa Biroro tercermin melalui sikap 

aparat desa dan masyarakat yang menjunjung tinggi aturan serta 

mengedepankan penyelesaian masalah secara edukatif dan persuasif. 

Aparat desa lebih mengutamakan pendekatan pemahaman terlebih dahulu 

sebelum memberikan sanksi, sementara masyarakat berupaya taat hukum 

dengan mencegah pelanggaran sejak awal. Pendekatan ini mencerminkan 

adanya budaya hukum yang sehat dan berkembang, di mana kesadaran 

bersama, pencegahan, serta edukasi menjadi faktor utama dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan 

berkelanjutan. 

d. Partisipasi Aktif 

 Partisipasi aktif merupakan elemen kunci dalam pembangunan 

hukum demokratis dan penegakan hukum yang efektif. Keterlibatan 

masyarakat yang bermakna dan substansial memperkuat prinsip 

kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas kebijakan hukum, serta 

mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, 

partisipasi masyarakat harus difasilitasi secara optimal oleh pemerintah 

dan lembaga terkait agar dapat memberikan dampak nyata dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. (Karyudi & Firdausiah, 2024) 
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 Karakteristik partisipasi aktif mencakup beberapa aspek penting 

yang memastikan keterlibatan masyarakat berjalan efektif dan bermakna. 

Pertama, partisipasi harus bersifat bermakna (meaningful participation), 

di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan secara formal atau prosedural, 

tetapi keterlibatan mereka benar-benar berpengaruh terhadap hasil dan isi 

kebijakan atau peraturan yang dibuat. Kedua, proses partisipasi bersifat 

deliberatif, yang berarti melibatkan dialog, diskusi, dan musyawarah 

terbuka sehingga berbagai pendapat dan kepentingan dari masyarakat 

dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil. Ketiga, partisipasi harus 

bersifat substansial dan transformatif, yaitu mampu membawa perubahan 

positif yang nyata dalam kebijakan dan praktik hukum serta memperkuat 

prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, karakteristik tersebut 

memastikan partisipasi aktif tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi 

instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Feri, 2023) 

 Partisipasi aktif masyarakat Desa Biroro dalam kegiatan sosialisasi 

hukum berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata. 

Aparat desa dan warga secara konsisten terlibat dalam penyuluhan hukum 

yang rutin diadakan, baik melalui program kejaksaan maupun kegiatan 

Kadarkum. Kegiatan tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya hukum adat dan 

masalah pertanahan. Partisipasi yang terjadi bukan sekadar formalitas, 

melainkan benar-benar memberikan ruang bagi warga untuk memahami 

serta berperan aktif dalam proses hukum yang berlaku. 

e. Kesadaran kolektif 

 Kesadaran kolektif adalah fondasi utama dalam membangun tatanan 

sosial yang harmonis dan tertib. Dalam konteks hukum, kesadaran 

kolektif menjadi sumber legitimasi dan kekuatan pengatur hukum yang 

menjamin kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dengan 
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adanya kesadaran kolektif yang kuat, hukum dapat berfungsi efektif 

sebagai alat pengatur perilaku dan pemelihara keadilan sosial.(Nazmi et 

al., 2025) 

 Kesadaran kolektif berperan penting dalam membentuk dan 

mempertahankan sistem hukum dalam masyarakat. Hukum dianggap 

sebagai ekspresi dari kesadaran kolektif yang mengatur perilaku agar 

tercipta ketertiban dan keadilan sosial. Ketika kesadaran kolektif kuat, 

masyarakat cenderung memiliki sikap dan perilaku yang patuh terhadap 

hukum dan norma yang berlaku. Kesadaran kolektif juga mempengaruhi 

perubahan hukum. Perubahan dalam hukum sering kali mencerminkan 

perubahan dalam kesadaran kolektif masyarakat, sehingga hukum dapat 

berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang dianut 

bersama.(Umanailo, 2023) 

 Kesadaran kolektif masyarakat Desa Biroro terhadap hukum telah 

tumbuh dengan kuat dan positif. Antusiasme warga dalam menerima 

edukasi hukum baik yang bersifat keagamaan, adat, maupun peraturan 

Negara menunjukkan pemahaman dan keterbukaan terhadap nilai-nilai 

hukum yang dianut bersama. Pemerintah desa secara rutin mengadakan 

sosialisasi hukum dengan melibatkan berbagai pihak seperti kejaksaan, 

Kadarkum, PKK, dan karang taruna, sehingga memperkuat pemahaman 

masyarakat. Pola penyelesaian masalah yang mengutamakan musyawarah 

serta budaya saling mengingatkan antarwarga menunjukkan bahwa nilai-

nilai hukum telah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesadaran 

bahwa ketertiban dan penegakan hukum merupakan tanggung jawab 

bersama telah menjadi bagian dari perilaku kolektif mereka. 
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2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat  Program Kadarkum 

Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di 

Masyarakat Desa Biroro 
 

a. Faktor Pendukung  

 Faktor pendukung keberhasilan program Kadarkum di antaranya 

adalah edukasi hukum yang efektif melalui penyuluhan, ceramah, 

simulasi kasus, dan diskusi yang membantu meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum. Pemberdayaan dan 

pelatihan kader hukum lokal turut memperkuat kapasitas komunitas 

dalam menyebarluaskan informasi hukum. Partisipasi aktif masyarakat 

dalam berbagai tahapan kegiatan juga mendorong perubahan perilaku 

yang lebih patuh terhadap hukum. Selain itu, kolaborasi dengan 

pemerintah daerah untuk  memperluas jangkauan program 

 Program Kadarkum di Desa Biroro didukung oleh berbagai 

faktor yang saling melengkapi. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan penyuluhan hukum, terutama saat melibatkan pihak kejaksaan 

atau kepolisian, menjadi modal utama dalam membentuk kesadaran 

hukum. Dukungan aparat desa, kerja sama antarwarga, serta peran aktif 

kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, dan Kadarkum turut 

memperkuat efektivitas program ini. Selain itu, keterlibatan 

Bhabinkamtibmas sebagai narasumber juga membantu menjadikan 

penyuluhan lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal 

ini menunjukkan bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi 

faktor kunci dalam mendorong kepatuhan hukum di Desa Biroro. 

b. Faktor Penghambat 

 Faktor penghambat, seperti kurangnya kesadaran dan kemauan 

publik untuk patuh hukum, rendahnya tingkat pendidikan dan 

pemahaman hukum, minimnya partisipasi warga dalam kegiatan hukum, 
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keterbatasan sumber daya serta infrastruktur, dan lemahnya kolaborasi 

antarlembaga. Faktor-faktor ini perlu diatasi agar program dapat berjalan 

optimal dan berkelanjutan. 

 Pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro masih 

menghadapi beberapa kendala. Faktor penghambat utama meliputi 

keterbatasan waktu dan kesibukan warga, rendahnya kesadaran sebagian 

masyarakat terhadap pentingnya hukum, serta kurangnya partisipasi aktif, 

terutama dari kalangan muda. Selain itu, keterbatasan sarana, dana, dan 

informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga 

keberlangsungan program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang 

lebih intensif, kreatif, dan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat 

semakin terlibat dan memahami pentingnya kesadaran serta kepatuhan 

terhadap hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Program Kadarkum di Desa Biroro telah berhasil meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi 

warga dalam kegiatan penyuluhan hukum, serta sikap positif terhadap aturan 

yang berlaku. Masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga 

menunjukkan perilaku taat hukum yang didorong oleh kesadaran, bukan 

sekedar takut sanksi. Dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan 

kelompok seperti PKK, karang taruna, serta Kadarkum memperkuat upaya 

ini. Kesadaran kolektif warga yang tumbuh kuat menciptakan lingkungan 

desa yang lebih tertib, adil, dan harmonis. 

2. Pelaksanaan Program Kadarkum di Desa Biroro didukung oleh sejumlah 

faktor penting seperti antusiasme masyarakat, dukungan aparat desa, 

keterlibatan kelompok masyarakat, serta kolaborasi dengan aparat penegak 

hukum. Faktor-faktor ini berkontribusi positif dalam membentuk kesadaran 

dan kepatuhan hukum warga. Namun, program ini juga menghadapi 

hambatan, antara lain kesibukan warga, rendahnya kesadaran hukum 

sebagian masyarakat, kurangnya partisipasi generasi muda, serta keterbatasan 

sarana dan dana. Oleh karena itu, strategi penguatan partisipasi, edukasi 

hukum berkelanjutan, dan dukungan sumber daya perlu terus ditingkatkan 

untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh. 

B. SARAN 

1. Bagi Pemerintah Desa  

 Diharapkan pemerintah desa dapat terus meningkatkan pelaksanaan 

Program Kadarkum secara berkelanjutan, dengan menyesuaikan metode 

penyuluhan yang lebih variatif dan interaktif agar menarik minat seluruh 

lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Pemerintah desa juga perlu 
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memperluas cakupan program hingga ke dusun-dusun yang belum maksimal 

terjangkau. 

2. Bagi Masyarakat  

 Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan sosialisasi hukum serta membangun kesadaran kolektif untuk saling 

mengingatkan dan menjaga ketertiban bersama. Pemahaman hukum yang 

diperoleh hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Mitra  

 Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga terkait diharapkan terus 

bersinergi dengan pemerintah desa dalam menyelenggarakan penyuluhan 

hukum yang menyasar kebutuhan riil masyarakat, khususnya terkait hukum 

adat, pertanahan, dan ketertiban sosial. Pendekatan persuasif dan edukatif 

perlu dikedepankan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman hukum 

yang lebih mendalam. 
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Lampiran I: Kisi- Kisi Instrumen 

“Penerapan Program Kadarkum dalam Upaya Membentuk Kesadaran dan Kepatuhan 

Hukum di Masyarakat Desa Biroro” 

 

No Indikator Program 

kadarkum 

Teknik Pengumpulan Data 

1. 
Pengetahuan Hukum Wawancara  

2. 
Sikap Terhadap Hukum Wawancara 

3. 
Perilaku Terhadap Hukum Wawancara 

4.  
Partisipasi Aktif Wawancara 

5.  
Kesadaran Hukum Wawancara 
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Lampiran 2 Instrumen Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

“Penerapan Program Kadarkum dalam Upaya Membentuk Kesadaran dan Kepatuhan 

Hukum di Masyarakat Desa Biroro” 

A. DATA INFORMAN 

Nama    : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat    : 

Hari/Tanggal  : 

B. PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Pengetahuan Hukum 

Tujuan: Mengukur sejauh mana masyarakat memahami hukum dan peraturan 

yang berlaku 

a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? 

b. Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering 

diterapkan di sini? 

c. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang hukum dan peraturan 

tersebut? 

2. Sikap Terhadap Hukum 

Tujuan: Mengukur pandangan masyarakat tentang hukum, baik secara positif 

maupun negative 

a. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? 

b. Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban 

masyarakat? 

c. Apakah Anda mendukung upaya penegakan hukum di desa ini? 

3. Perilaku Mematuhi Hukum 

Tujuan: Menggali bagaimana masyarakat menerapkan aturan hukum dalam 

kehidupan sehari-hari 

a. Apakah Anda pernah melanggar aturan yang berlaku di desa ini? 

Mengapa? 

b. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? 

c. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan diri sendiri tetap mematuhi 

hukum? 

d. Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? 

4. Partisipasi Aktif 

Tujuan: Mengukur keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan 

menegakkan hukum di desa 

a. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi 

hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? 

b. Bagaimana tanggapan Anda terhadap program hukum yang 

diselenggarakan pemerintah desa? 

c. Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini? 

5. Kesadaran Kolektif  
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Tujuan: Mengukur kesadaran bersama masyarakat dalam menciptakan 

budaya sadar hukum. 

a. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah 

pelanggaran hukum 

b. Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang fokus pada 

penyuluhan hukum? 

c. Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam menegakkan hukum 

secara kolektif? 
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Lampiran 3 Lembar Hasil Wawancara 

A. Kepala Desa 

a. Data Pribadi 

Nama   : Muslimin, S.E 

Jenis Kelamin   : Laki- Laki 

Alamat   : Dusun Biroro, Desa Biroro Kec. Sinjai Timur 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 06 Mei 2025 

b. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan 

Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering 

diterapkan di sini? Yah saya ketahui klau soal masyarakat bisa di katakan 

sampai 90% mengenai persoalan hukum di desa biroro hukum seperti  

persoalan persoalan tanah,persoalan persoalan yg terjadi di pemuda 

pemudi,kemudian persoalan persoalan bantuan 

b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? 

Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban 

masyarakat? Kalau ingin menjadikan secara signifikan secara adil 

alhamdulillah karna kita ini hanya manusia biasa secara kasat mata tidak 

ada komplen balik dalam persoalan adil nya namun saya bersama aparat 

dan seluruh jajaran saya melakukan sesuatu seadil adilnya sebagai 

manusia biasa tidak luput dri hal itu sangat penting,persoalan itu sangat 

penting kita amati apalgi mengenai hal hal yg ada di desa biroro itu 

sangat penting mengenai soal hukum 

c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan 

Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? 

Terkadang saya mengambil tindakan itu saya menyuruh mencari fakta 

terkait tindakan yg dilakukan  dan Sanksi tergantung dri kesalahan apa yg 

dia lakukan kalau saya anggap itu fatal sudah jelas saya sanksi tapi kalau 

istilahnya bisa kita mengedukasi atau bisa kasi pemahaan dan bisa 

menyadari kesalahn yg di lakukan itu 

d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi 

hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Dan Apa saran 

Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini? Pernah setiap 

tahun saya di desa biroro melakukan sosialiasi hukum karna masyarakat 

saya itu sangat membutuhkan saya sangat mendukung dan mensupport 

saya merasaa terbantu dengan adanya hal itu istilahnya bukan berarti 

tidak perlu dan bukan berarti tidak harus saya merasa bahwa saya 

terbantu dengan adanya sosialisasi hukum yg ada di desa biroro ini Saran 

saya kalau di masyarakat saya itu ada beberapa dimensi tergantung dri 

bagaimna edukasi nya,bagaimna melakukan pendekatan untuk 

menjelaskan dasar dasar hukum terus terang saya itu punya daerah ada 3 
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dimensi ada persoalan mengenai hukum adat,tanah,tergantung cara 

bagaimna kita mengedukasi. 

e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah 

pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang 

fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran 

masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Sangat antusias 

kalau masyarakat saya di desa biroro baik mengenai hukum 

keagamaan,adat,undang undang,mereka sangat antusias dan mereka mau 

menerima Untuk sementara klau kelompok hukum seperti keagamaan dan 

setiap tahun saya mengadakan sosialisasi hukum bersama kejaksaan dan 

saya  Saya sangat berharap kalau bisa 100% masyarakat saya menyadari 

mengenai hukum yg ada di desa biroro karna itu mmng saya ingin 

masyarakat saya sangat paham mengenai hukum  

 

 

B. Perangkat Desa 

1. Data Pribadi 

Nama   : Asri , S.IP 

Jenis Kelamin  : Laki- Laki 

Alamat   : Dusun Biroro, Desa Biroro Kec. Sinjai Timur 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 16 Mei 2025 

2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan 

Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering 

diterapkan di sini? Di desa ini, hukum yang berlaku biasanya mengacu 

pada aturan dari pemerintah pusat, kabupaten, dan juga ada peraturan 

desa atau perdes. Yah saya ketahui adalah hukum yang berlaku di desa 

di ataur dalam UU No 6 tentang desa dan peraturan turunannya , Produk 

hukum desa meliputi peraturan desa peraturan bersama kepala desa dan 

peraturan desa. 

b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? 

Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban 

masyarakat? Menurut saya cukup adil, karena hukum dibuat 

berdasarkan kesepakatan bersama lewat musyawarah, jadi masyarakat 

juga dilibatkan dan paham alasannya. Sangat penting. Tanpa hukum, 

nanti masyarakat bisa seenaknya sendiri dan bisa timbul banyak masalah 

c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan 

Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? 

Untuk sejauh ini tidak pernah karena kita sebagai perangkat desa di atur 

oleh UU Desa di mana UU desa ada sangsi jika kami melakukan 

pelanggaran, Biasanya saya tegur secara baik-baik dulu. Memberikan 

mediasi menasehati dan memberikan pemahaman jika yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran 
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d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung 

sosialisasi hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Dan 

Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini? 

Pernah. Saya ikut bantu sosialisasi waktu ada kegiatan penyuluhan 

hukum dari kejaksaan. Saya sangat mendukung. Ini bagus untuk 

menambah wawasan warga. Kadang masyarakat cuma tahu hukum dari 

cerita-cerita, tapi dengan program ini mereka jadi lebih paham langsung 

dari ahlinya 

e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah 

pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang 

fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran 

masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya lewat 

kerja sama antarwarga dan kepala dusun. Kalau ada masalah, warga 

cepat lapor dan kita selesaikan lewat musyawarah. Ada juga sistem 

ronda malam yang bantu menjaga ketertiban. Ada, seperti kelompok 

Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), meskipun masih perlu 

ditingkatkan aktivitasnya. Selain itu, PKK dan karang taruna juga 

kadang ikut bantu penyuluhan. Saya harap masyarakat makin sadar 

bahwa menjaga ketertiban itu tugas bersama, bukan cuma aparat. Kalau 

semua punya kesadaran hukum, desa kita bisa lebih aman dan nyaman 

untuk semua 

 

 

C. Bhabimkamtibmas 

1. Data Pribadi 

Nama   : Sudirman, S.H 

Jenis Kelamin  : Laki- Laki 

Alamat   : BTN Lappa Mas 1  Kec. Sinjai Utara 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 09  Mei 2025 

2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan 

Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering 

diterapkan di sini? Ya, hukum yang berlaku di desa biroro umumnya 

mengacu pada aturan pemerintah, seperti peraturan daerah dan juga 

hukum nasional. Selain itu, ada juga peraturan desa yang dibuat bersama 

aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mengatur kehidupan warga agar 

lebih tertib. Kalau ada konflik antarwarga juga biasanya diselesaikan dulu 

secara musyawarah, baru dibawa ke proses hukum kalau perlu. 

b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? 

Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban 

masyarakat? Menurut saya cukup adil, karena dibuat berdasarkan 

kesepakatan bersama dan biasanya mempertimbangkan kondisi 

masyarakat. Kalau ada yang merasa keberatan, biasanya bisa dibahas 
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ulang melalui musyawarah. Dan hukum Sangat penting. Tanpa hukum, 

masyarakat akan bingung mana yang boleh dan tidak. Hukum itu seperti 

pagar yang mengatur supaya semua orang hidup rukun. dan Penegakan 

hukum itu bagian dari tugas kami juga sebagai polisi. Kalau ada aturan, 

tapi tidak ditegakkan, nanti tidak ada yang patuh 

c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan 

Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? 

Sejauh ini saya berusaha tidak melanggar karena sebagai aparat, saya 

harus jadi contoh.  Biasanya saya dekati secara persuasif dulu. Saya ajak 

ngobrol baik-baik, saya jelaskan aturannya dan kenapa itu penting. Kalau 

tetap membandel, baru saya tindak sesuai prosedur. Saya berusaha 

disiplin, mengikuti aturan yang berlaku, dan terus belajar supaya tahu 

mana yang boleh dan mana yang tidak. Lingkungan kerja saya juga 

mendukung untuk selalu taat hukum. Ya, ada. Sanksinya bisa berupa 

teguran, denda, bahkan proses hukum kalau pelanggarannya berat. Tapi 

biasanya, kita coba selesaikan dengan pendekatan humanis dulu 

d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi 

hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Dan Apa saran 

Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa ini? Pernah. Saya 

sering jadi narasumber atau pendamping saat ada penyuluhan hukum di 

desa, seperti acara Kadarkum Dan Saya sangat mendukung. Program 

seperti itu bisa membuka wawasan masyarakat dan mencegah masalah 

hukum sejak awal. 

e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah 

pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang 

fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran 

masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya lewat, 

kerja bakti. Mereka saling mengingatkan dan tidak segan menegur kalau 

ada yang melanggar aturan Ada, seperti kelompok Kadarkum. Mereka 

aktif mengedukasi masyarakat soal hukum, dan sering bekerja sama 

dengan pihak kepolisian atau kejaksaan. Saya berharap masyarakat bisa 

terus kompak, tidak takut melapor jika ada pelanggaran, dan bersama-

sama menjaga lingkungan agar tetap aman, damai, dan taat hukum 
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D. Masyarakat 

1. Data Pribadi 

Nama   : Rahman 

Jenis Kelamin  : Laki- Laki 

Alamat   : Dusun Bentengnge,Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 06  Mei 2025 

2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan 

Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering 

diterapkan di sini? Setahu saya, hukum itu aturan yang harus kita taati 

supaya hidup rukun. Di desa ini, biasanya hukum itu soal tertib 

lingkungan, jaga ketertiban umum, dan aturan adat juga dihormati.aturan 

soal lahan atau batas tanah. Kalau ada masalah keluarga atau tetangga, 

biasanya juga diselesaikan lewat musyawarah dulu 

b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? 

Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban 

masyarakat? Menurut saya cukup adil, karena semua warga diperlakukan 

sama. Cuma kadang memang ada orang yang masih coba-coba langgar 

aturan. Dan atauran ini  Penting sekali. Kalau tidak ada aturan, bisa-bisa 

masyarakat jadi semaunya sendiri. Dengan hukum, hidup jadi lebih 

teratur 

c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan 

Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? 

Sejauh ini belum pernah melanggar hukum yang di terapkan di desa ini. 

Saya usahakan ikut aturan, dengar arahan dari desa, dan kalau ada yang 

belum jelas, saya tanya. Lebih baik mencegah daripada kena masalah 

d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi 

hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Pernah ikut waktu 

ada penyuluhan dari pihak kejaksaan di  desa biroro ini . Saya hadir dan 

ikut diskusi, biar tambah paham soal hukum. Dan Bagus sekali. 

Membantu kami yang awam soal hukum. Harapannya bisa sering 

diadakan dan melibatkan semua warga 

e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah 

pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang 

fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran 

masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya lewat 

musyawarah. Kalau ada masalah, diselesaikan bareng-bareng supaya 

tidak melebar  kelompok Kadarkum Harapannya semua saling 

mengingatkan dan tidak cuek. Kalau semua peduli, hukum bisa jalan 

dengan baik, dan desa jadi aman dan nyaman.” 
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E. Masyarakat 

1. Data Pribadi 

Nama   : Marzuki 

Jenis Kelamin  : Laki- Laki 

Alamat   : Dusun Biroro,Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 16  Mei 2025 

2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

a. Apa yang Anda ketahui tentang hukum yang berlaku di desa ini? Dan 

Bisakah Anda menyebutkan beberapa peraturan atau hukum yang sering 

diterapkan di sini? Yang saya tahu, hukum di desa ini biasanya aturan-

aturan yang dibuat supaya warga bisa hidup rukun. Misalnya, aturan soal 

kebersihan lingkungan dan peraturan soal pembatasan lahan 

b. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di desa ini adil? Mengapa? 

Dan Apakah Anda merasa hukum penting untuk menjaga ketertiban 

masyarakat? Menurut saya cukup adil, soalnya aturan itu berlaku buat 

semua orang, tidak pandang kaya atau miskin. Dan aturan Penting sekali, 

karena kalau nggak ada hukum, mungkin orang jadi semaunya sendiri dan 

bisa bikin kacau. 

c. Bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain melanggar aturan? Dan 

Apakah ada sanksi yang diterapkan jika seseorang melanggar hukum? 

sejauh ini belum pernah melanggar dan mudah- mudahan tidak untuk 

seterusnya, saya berusaha untuk menaatai aturan yang di buat oleh desa 

biroro ini 

d. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung sosialisasi 

hukum? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi Anda? Pernah, waktu ada 

penyuluhan hukum dari desa dan kejaksaan. Saya ikut datang, dengar 

penjelasan,. Dan Bagus sekali. Bikin kita paham soal hukum dan lebih 

sadar sama aturan 

e. Bagaimana masyarakat di desa ini bekerja sama untuk mencegah 

pelanggaran hukum? Apakah ada kelompok atau organisasi di desa yang 

fokus pada penyuluhan hukum? Dan Apa harapan Anda terhadap peran 

masyarakat dalam menegakkan hukum secara kolektif? Biasanya kalau 

ada yang melanggar, warga saling mengingatkan. Kadang juga lewat 

musyawarah Ada kelompok Kadarkum. Mereka yang sering bantu 

edukasi hukum ke warga,dan pemuda. Saya berharap masyarakat bisa 

terus kompak, saling menjaga dan saling mengingatkan supaya desa kita 

tetap aman dan tertib 
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Lampiran 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, hal yang sangat pentng dalam penelitian ini adalah 

mengetahui lokasi dan kondisi yang akan di teliti. Adapun lokasi yang akan di 

teliti oleh peneliti adalah terdapat di Desa Biroro. 

1. Gambaran umum sejarah terbentuknya Desa Biroro 

 Nama Biroro sudah dikenal sejak penjajahan belanda yang di sebut 

oleh arung yang di sebut dengan arung Bunne pada tahun 1961 Berdasarkan 

terbentuknya Desa Di Kabupaten Sinjai, Biroro digabung dengan patalassang 

dengan beberapa kampong lainnya yakni bonto Bundu, Bonto Sugi, Pajalele, 

Boropao, Dan Biroro Sesuai dengan Perkembangan Pertumbuhan Penduduk, 

Maka Pada Tahun 1989 Desa Patalassang Di Mekarkan Menjadi Dua Desa 

Yaitu: Desa Persiapan Biroro Tahun 1989-1993 Yang Dijabat oleh M.Yakub. 

Desa Biroro Adalah Desa Yang terletak diwilayah Yang terletak Di 

Kecamatan Sinjai Timur Yang Bagian Selatan Yang Membawahi 3 ( Tiga ) 

Dusun Yaitu: 

a. Dusun Biroro 

b. Dusun Bentengnge 

c. Dusun Barae 

 Masing-Masing dipimpin oleh kepala dusun kemudian pada tahun 

1993 desa persiapan Biroro menjadi Desa defentik dengan dusun tersebut di 

Atas. Dan adapun kepala Desa yang pernah meminpin Di Desa Biroro 

Secara Berturut-turut adalah : 

No Nama Jabatan Tahun Ket 

1.  M. Yakub Kepala Desa 1989 s/d 1993  

2.  Mallongi Kepala Desa 1993 s/d 2001  

3. Mallongi Kepala Desa 2001 s/d 2006  

4.  Mallongi Kepala Desa 2006 s/d 2007  

5.  Kamaruddin Plt. Kepala 

Desa 
2007 s/d 2008  

6.  Arifuddin Kepala Desa 2008 s/d 2014  

7.  A. Amiluddin, S.Sos 

 

Plt. Kepala 

Desa 
2014 s/d 2015  

8.  Arifuddin Kepala Desa 2015 s/d 13  



72 
 

 

 

Juli 2021 

 

9. Yusri Al Usra 

 

Plt. Kepala 

Desa 
13 Mei 2021 

s/d 3 Juni 2022 
 

10. Muslimin,S.E    Kepala Desa 26 Juli 2022 

s/d 

sekarang 

 

Tabel 4.1. Nama-Nama yang Pernah Menjabat di Desa Biroro Sampai 

Sekarang 

a. Keadaan Geografis 

 Desa Biroro adalah merupakan Desa yang terletak - ± 17 Km Dari 

Ibu Kota Kabupaten sinjai Dan ± 12 Km dari Kecamatan Sinjai Timur 

yang berada di daratan tinggi dengan ketinggian 10 m Di atas Tiga Dusun 

yaitu Dusun Biroro, Bentengnge, Dan Barae. Dan Adapun batas-batas 

Wilayah Desa Biroro Sebagai berikut: 

Sebelah Utara Desa Patalassang 

Sebelah Timur Desa Sukamaju Dan Desa 

Lasiai 

Sebelah Selatan Desa Lembang Lohe 

Sebelah Barat Desa Aska 

 

b. Keadaan Demografis  

 Masalah Kependudukan Merupakan salah satu unsur penting bagi 

pembangunan karena penduduk Sebagai Subjek dan Sekaligus Objek ( 

Sasaran )Pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan 

asset pembangunan dilain pihak jumlah penduduk yang besar tanpa 

didukung dengan kualitas yang memadai akan menjadi beban 

pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh berbagai 

kebijaksanaan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui 

program keluarga berencana (KB).  

 Penduduk Desa Biroro menurut data monografi per Desember 

tahun tahun 2021 tercatat sebanyak 2395 jiwa yang terdiri dari : Laki-

Laki 1.184 jiwa dan perempuan 1211 Jiwa dengan jumlah kepala 
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Keluarga 696. Adapun Rincian Jumlah Penduduk Desa Biroro Dapat Di 

lihat pada tabel berikut: 

 
 

 

 

No  

Nama 

Dusun 

 

Jumlah 

Kepala 

Keluarga 

Jumlah Penduduk 

 

L 
P Jumlah 

1. Biroro 263 431 463 894 

2. Bentengnge 156 270 252 
522 

3. Barae 277 483 
496 979 

Sumber: Profil Desa Biroro 

 Mata Pencaharian Desa Biroro cukup Beragam Dan Bervariasi 

seperti Nampak pada tabel Berikut: 

No 
Mata Pencaharian Jumlah 

Presentase 

1.  
PNS 31 4,25% 

2.  
Pedagang 60 8,66% 

3. 
Petani 570 75,33% 

4. 
Buru Swasta - 0% 

5. 
Tukang Batu 30 3,27% 

6. 
Tukang Kayu 25 2,94% 

7. 
Peternak 5 0,82% 

8. 
Sopir  16 2,29% 

9.  
Penjahit 8 1,31% 

10. 
TNI/POLRI 2 0,33 

Sumber : Profil Desa Biroro 
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 Ditinjau profesi petani sebagai kelompok mata pencaharian 

masyarakat dalam yang paling tinggi pada table di atas karena hamper 

semua masyarakat melakukan pekerjaan tersebut, sebagaimana kita ketahui 

wilayah desa Biroro merupakan desa agraris jadi mata pencahariannya dai 

masyarakat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan 

 Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat 

diharapkan pada masyarakat sekarang sangat Berkaitan dengan tingkat 

penduduk yang merupakan indikator yang paling riil untuk mendukung 

kualitas masyarakat secara signifikan akan menigkat pula kemampuan 

teknis dan manajerial dalam aktifitas sehari-hari.  

 Dalam kontes pembangunan peningkatan jumlah penduduk mutlak 

diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan baik secara Individu maupun serta kelembagaan tentunya hal 

ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah 

ditempuh. Berikut gambaran keadaan penduduk Desa Biroro Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 

1. Tidak tamat SD 584 
24,56% 

2. 
Tamat SD Sederajat 1016 40,79% 

3. 
Tamat SMP Sederajat 400 15,10% 

4. 
Tamat SMA Sederajat 450 17,03% 

5. 
Tamat Perguruan Tinggi 85 2,52% 

Sumber: Profil Desa Biroro 

 Dari Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat sudah cukup memadai, ini berarti bahwa kesadaran masyarakat 

dalam hal pendidikan cukup tinggi, namun demikian masih perlu 

ditingkatkan demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang handal 

dan potensial dalam memainkan perannya untuk meningkatkatkan 

pembangunan. 

c. Sarana dan prasarana 

1) Sarana Pendidikan 

 Tingkatan pendidikan merupakan indikator sosial ekonomi 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah pula 

masyarakat menerima informasi atau pembauran, oleh karena itu 

untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat tidak terlepas dari 

tersedianya sarana pendidikan yang memadai suatu wilayah tertentu. 
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Untuk sarana pendidikan di desa Biroro dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 

2. Taman Kanak-kanak (TK) 1 

3. Sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah 5 

4. Sekolah menengah pertama dan MTS 1 

5. Sekolah Menengah Atas (SMA)  1 

6. 
Perguruan Tinggi - 

Sumber : Profil Desa Biroro 

2) Sarana Ibadah 

 Sarana peribadatan merupakan suatu tempat untuk 

melaksanakan kegiatan keagamaan, di sampan juga biasanya 

digunakan sebagai tempat pertemuan dalam rangka membiacarakan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pembangunan desa. Mengenai masalah peribadatan di Desa Biroro 

dapat dilihat pada Tabel : 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1. 
Masjid 9 

2.  
Mushollah 1 

3. 
Gereja - 

4. 
Lain- Lain - 

Sumber : Profil Desa Biroro 

3) Sarana Kesehatan 

 Sarana Kesehatan merupakan Tempat untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengobatan kesehata bagi Masyarakat. Oleh Karena 

Itu Dalam satu wilayah tertentu perlu didirikan sarana kesehatan 

untuk menampung masyarakat yang membutuhkan fasilitas 

kesehatan. Mengenai sarana kesehatan di Desa Biroro Kecamatan 

Sinjai Timur Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut: 
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No Sarana Kesehatan Jumlah 

1. 
Puskesmas - 

2.  
Pustu 1 

3. 
Balai Bersalin 3 

4.  
Posyandu 4 

Sumber: Profil Desa Biroro 

4) Sarana Lembaga Kemasyrakatan 

 Lembaga-Lembaga masyarakat ini terbentuk atas dasar 

inisiatif masyarakat dalam upaya membatu proses pembangunan yang 

ada di Desa dan Sebagai Wadah Partisipasi masyarakat dalam 

Pembangunan. Mengenai Lembaga-Lembaga ini Dapat Dilihat pada 

Tabel Berikut: 

No Kelembagaan Jumlah 

1. 
LPM 1 

2 
PKK 1 

3 
Karang Taruna 1 

4 
PKBM 1 

5 
BPD 1 

6 
BKM 1 

7 
KPM 1 

8 
Remaja Masjid 1 

9 
P3A 1 

10 
Kelompok Tani 25 

Sumber: Profil Desa Biroro 

d. Visi- Misi Kepala Desa 

1) Visi 

 Berdasarkan kondisi Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur 

Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, taatangan yang di 
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hadapi kedepan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki 

Desa Biroro dan amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi dalam 

RPJM nasional dan RPJMD Provinsi,maka visi Desa Biroro Adalah : 

„„Mewujudkan Desa Biroro Sebagai Desa Yang Mandiri Berbasis 

Pertanian Untuk Mencapai Masyarakat Yang 

Sehat, Cerdas Dan Lebih Sejahtera‟‟ 

 Dengan penjelasan sebagai berikut : 

a) Desa Biroro yang Mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian 

bahwa masyarakat Desa Biroro mampu mewujudkan kehidupan yang 

sejajar dan sederajat dengan masyarakat Desa lain yang lebih maju 

dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang 

berbasis pada keunggulan lokal dibidang pertanian 

b) Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat 

yang memiliki ketangguhan dan rasa yang sehat dan kuat. 

c) Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang cerdas adalah 

masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna 

mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan 

permasalahan kehidupan pada umumnya. 

d) Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa 

diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara 

lahir dan batin sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan tentram. 

2) Misi 

 Misi Pembangunan Desa Biroro Kedepan Diharapkan mampu 

mewujudkan kebutuhan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu 

pada maksud otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 

Nomor 32 Tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah yaitu daerah yang mempunyai  

kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelayanan publik 

dalam rangka pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan 

dalam pembukaan Undang-Undang dasar tahun 1945. Disamping itu 

visi desa Biroro tidak lepas dari Visi dalam RPJM Nasional dan RPJM 

Provinsi dan RPJM kabupaten Sinjai disusun dengan memerhatikan 

RPJM Nasional, visi Desa Biroro, maka disusunlah beberapa capaian 

dalam upaya mewujudkan RPJM provinsi dan RPJM Kabupaten 

Sinjai. 

 Berdasarkan visi Desa Biroro dalam bentuk misi Desa Biroro 

sebagai pedoman Arah pembangunan dan pembangunan. Adapun misi 

Desa Biroro adalah Sebagai berikut 

a) Mewujudkan pembangunan infrastruktur 

b) Menunjang mobilisasi ekonomi kerakyatan 
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c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kualitas 

pendidikan 

d) Membentuk masyarakat yang harmonis dan demokratis serta 

tercapainya cita-cita masyarakat Desa Biroro Khususnya 

Kabupaten Sinjai pada umumnya menuju tahun 2015-2022 

menjadi Kabupaten INHIL Berjaya & 

gemilan 

e) Meningkatkan pelayanan Masyarakat. 

e. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 

1)  Bidang Pendidikan 

a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan 

pendidikan 

b) Pengembangan pendidikan non formal dan kecakapan hidup 

masyarakat 

c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan 

dengan melanjutkan sekolah untuk mensukseskan wajib belajar 12 

tahun 

 

2) Bidang Kesehatan 

a) Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) disemua 

tatanan 

b) Peningkatan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit 

c) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 

d) Meningkatkan peran kader siaga 

e) Meningkatkan kualitas dan kualitas Air bersih 

f) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang KB 

3) Bidang Sosial 

a) Peningkatan penanggulangan masalah dan pemberdayaan potensi 

potensi sumber kesejahteraan sosial. 

b) Peningkatan usaha kesejahteraan social 

c) Penanggulangan rawan sosial dan konflik 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

a) Peningkatan Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat 

b) Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam 

pembangunan Desa 

5) Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 

a) Membentuk Organisasi dan pengurus pemuda (karang Taruna) 

b) Peningkatan kemandirian, Kreativitas dan produktivitas pemuda. 

c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga. 

6) Bidang Sarana Dan Prasarana Lingkungan 

a) Pembangunan/Pemeliharaan jalan dan jembatan 

b) Peningkatan dan rehab prasarana jalan/gang lingkungan 

c) Menciptakan lingkungan yang terang diwaktu malam 
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d) Penataan lingkungan 

7) Bidang Pertanian Dan Peternakan 

a) Peningkatan hasil pertanian 

b) Peningkatan Produktivitas ternak 

8) Bidang Pedagangan 

a) Peningkatan perkembangan pasar Desa Biroro 

b) Peningkatan perlindungan konsumen dan efisien perdagangan 

c) Membuat terobosan agar pasar Desa Biroro maju dan berkembang 

9) Bidang Lingkungan Hidup 

a) Peningkatan pencegahan/penanggulangan pencemaran dan 

perusakanlingkungan 

b) Penataan ruang terbuka dalam menjaga kelestarian lingkungan 

c) Membuat taman untuk menciptakan lingkungan yang rindang 

d) Menciptakan Suasana lingkungan yang Baik dan sehat 

e) Memelihara sarana dan prasarana lingkungan hidup 

10) Bidang Otonomi Desa, Tata Pemerintahan Umum, Adminitrasi 

Keuangan Desa, Perangkat Desa Dan Kepegawaian. 

a) Meningkatkan kompetensi Aparat Pemerintah Desa 

b) Meningkatkan peran kader Desa 

c) Menigkatkan sarana dan prasarana pemerintahan. 

f. Potensi Dan Masalah 

 Dalam menentukan masalah prioritas yang akan dilaksanakan di 

Desa Biroro pada Tahun 2015-2022, tentunya didasarkan pada tingkat 

permasalahan dan kebutuhan yang menjadi isu strategis pembangunan yang 

dihadapi Desa Biroro. Adapun isu stratesis yang menjadi tantangan dan 

hambatan dalam pembangunan di Desa Biroro adalah sebagai berikut: 

1) Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan masih perlu 

ditingkatkan 

2) Modal dan pengembangan usaha mikro, kecil menengah masih perlu 

ditingkatkan 

3) Penataan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADes) perlu 

ditingkatkan 

4) Kualitas infrastruktur desa masih perlu ditingkatkan 

5) Penyelenggaraan lembaga pendidikan formal dan informal masih 

perlu ditingkatkat 

6) Stabilitas dan kondufisitas kehidupan masyarakat harus dijaga 

7) Kelestarian dan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu 

dipelihara 

8) Kapasitas aparatur dan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan 

perlu ditingkatkan 

9) Meningkatkan kwalitas kelompok tani dan kelompok Masyarakat 

lainnya. 

g. Program Pembangunan Desa 
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 Adapun program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa 

Biroro adalah: 

1) Bidang penyelengraan pemerintahan desa 

a) Peningkatan kesejahteraan perangkat Desa 

b) Peningkatan kapasitas dan SDM perangkat desa 

c) Penegasan batas desa 

d) Pendataan desa 

e) Penyusunan tata ruang desa 

f) Pengelolaan informasi desa 

g) Kerjasama antar desa 

h) Sarana dan prasarana kantor 

2) Bidang Pembangunan Desa 

a) Pemenuhan kebutuhan dasar 

b) Pembangunan sarana dan prasarana desa 

c) Pembangunan potensi dan prasarana desa 

d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

3) Bidang pembinaan kemasyarakatn 

a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan 

b) Penyelenggara ketentraman dan ketentraman 

c) Pembinaan keagamaan 

d) Sarana dan prasarana olahraga 

e) Kesenian dan sosial budaya masyarakat 

4) Bidang pemberdayaan masyarakat 

a) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa 

b) Peningkatan kapasitas kelompok / masyarakat 

c) Peningkatan kapasitas BPD 

h. Strategi Pencapaian 

1) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala perioritas agar program 

pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang 

ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga 

yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan 

pelayanan public 

2) Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan 

pemuda dan olahraga guna menekan kenakalan remaja 

3) Meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat lebih produktif 

dan mampu berdaya saing menghadapi tantangan perkembangan 

kehidupan 

4) Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan. 

5) Meningkatkan sarana lingkungan seperti jalan desa, jalan lingkungan , 

air bersih, saluran air dan tempat umum lainnya 

6) Mendengar dan memahami segala aspirasi masyarakat untuk bersama 

mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang serasi, selaras dan 

seimbang 
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7) Membangun kerja sama yang baik dengan tenaga tenaga tehnis dan 

lembagalembaga yang ada di Desa. 

Meningkatkan peran kader pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga pendamping 

dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
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Lampiran 5  Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Biroro 
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Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Kepala Desa 
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Wawancara Bersama Perangkat Desa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Polsek Sinjai Timur ( Bhabimkamtibmas) 
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Wawancara Bersama Masyarakat Desa Biroro 
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Lampiran 7 SK Pembimbing 
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Lampiran 8  Surat  Izin Penelitian di Desa Biroro 
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Lampiran 9 Surat  Izin Penelitian Polsek Sinjai Timur 

  

  

Lampiran 10  SK Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 11  SK  Bebas Pustaka 
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Lampiran 12 SK Bebas Turnitin 
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Lampiran 13  Biodata Penulis 

BIODATA PENULIS 

 

Nama    : Nuraimma 

NIM    : 210307001 

Tempat, Tanggal Lahir  : Sinjai, 6 Maret  2003 

Alamat                         : Desa Bonto Biroro, Kec. Timur , Kab.Sinjai 

Riwayat Pendidikan 

1. SD/MI   : SDN 34 Biroro 

2. SLTP/SMP  :  MTS Darussalam Patalassang 

3. SMA/SMK  : MA Darussalam Patalassang 

Handphone                    : 085254632837 

Email                : nuraimma31@gmail.com  

Nama Orang Tua           :  Marsuki (Ayah) 

    Rosmiati  (Ibu) 
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